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Puji  syukur  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa karena  atas  rahmat  dan  

karunia -Nya penyusunan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang -Undang  

tentang  Perubahan  atas  Undang -Undang  Republik Indonesia Nomor  13 

Tahun 2016 tentang Paten telah selesai disusun oleh tim penyusun 

selama tahun 2019 yang diketuai oleh Dr. Freddy Haris, SH, LLM, 

dukungan anggota eksternal dari unsur akademisi dan praktisi yang 

kompeten antara lain Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S ; Dr. Cita 

Citrawinda, S.H., MIP  ; Dian Nurfitri, S.Si ; Harisson Citrawan Damanik, 

SH, LLM;, dan internal BPHN yang berasal dari Kepala Pusat Perencanaan 

Hukum Nasional, Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik , Sdr. 

Raymon Sitorus, SH, M.Hum sebagai sekret aris Tim Penyusunan Naskah 

Akademik, dan jajaran pejabat serta Perancang Peraturan Perundang -

undangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional   dan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadi bagian dalam 

upaya penyelesaian Naskah Akademik in i.  

Agenda  Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang -Undang  

Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 2016 tentang Paten  merupakan 

respon pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian 

dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum 

dalam bidang paten yang adaptif dengan kebutuhan dan seusai dengan 

perkembangan global . Perkembangan dan kebutuhan terseb ut perlu 

didukung  melalui  perangkat hukum paten yang dapat menjamin kepastian 

hukum dan pelindungan yang adil bagi pemegang paten serta para pelaku 

usaha  industri . 

Undang -Undang  Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 2016 tentang 

Paten (UU Paten) sebagai dasar pelaksanaan  paten di Indonesia dirasakan 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana  dalam 

penerapannya menimbulkan beberapa permasalahan  terkait dengan 

mengenai  kualifikasi Paten sederhana; Invensi terhadap program 

komputer ; invensi yang berupa temuan ; batas waktu publikasi invensi ; 

ketentuan  kewajiban  membuat produk/ menggunakan proses di Indonesia  
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dalam UU Paten; informasi sumber daya genetik ; perubahan data 

permohonan paten ; percepatan prosedur pemeriksaan substantif ; 

pemeriksaan kembali permohonan paten ; dan biaya tahunan pemegang 

paten . Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan  tersebut dan guna 

mewujudkan perangkat hukum paten  yang adil , responsif dengan 

perkembangan  dan menjadi solusi nyata bagi pelaku usaha  industri dan 

pemegang p aten  maka UU Paten ini  perlu disempurnakan.  

Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang tentang Perubahan 

atas Undang -Undang  Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 2016 tentang 

Paten (RUU Paten) ini  merupakan argumentasi raison dõetre terhadap 

pengaturan suatu norm a hukum yang berbasiskan kenyataan hukum  

terhadap urgensi perubahan untuk  menyempurnakan  pengaturan dari UU 

Paten. Mengacu kepada Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang -undangan sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan dalam 

Pasal 43 bahwa setiap Rancangan Undang -Undang harus disertai dengan 

Naskah Akademik, harapannya adalah Naskah Akademik RUU Paten ini 

menjadi acuan  utama  dalam penyusunan dan pembahasan  Rancangan 

Undang -Undang tentang Perubahan atas Undang -Undang  Republik 

Indonesia Nomor  13 Tahun 2016 tentang Paten . 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang  

 

      Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagai negara yang 

merdeka dan berdaulat aktif di dalam menjalin hubungan luar 

negeri yang didasarkan kepada asas kesamaan derajat saling 

menghormati dan menguntungkan dalam lingkungan pergaulan 

internasional, yang bertujuan utuk melaksanakan ketertiban d unia 

yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Salah 

satu bentuk pewujudan keberadaan Indonesia dalam lingkungan 

pergaulan internasional serta implementasi politik luar negeri 

Indonesia yang bebas aktif adalah kerja sama internasional dengan 

negara lain melalui perjanjian internasional baik secara bilateral , 

regional  maupun multilateral . Perjanjian internasional sebagai 

instrumen hukum yang mengikat terhadap negara -negara yang 

mengikatkan diri didalamnya, menjadi pedoman bersama sebagai 

sumber  hukum yang harus dipatuhi ( pacta sunt servanda ). Dalam 

perspektif hukum nasional Indonesia, keberadaan perjanjian 

internasional tersebut harus tetap berpedoman terhadap prinsip 

Pancasila sebagai pengalaman sebagai bangsa Indonesia yang adil 

dan beradab da n sikap saling menghormati antar bangsa.  

       Salah satu perjanjian internasional yang berkaitan dengan 

hubungan Indonesia dalam bidang perdagangan internasional yang 

berdampak terhadap perekonomian Indonesia adala h keterlibatan 

Indonesia dalam  perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia ( World Trade Organizations/WTO ) yang telah disahkan 

(ratifikasi) dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahaan Agreement Establishing The World Trade Organi zation 

(Persetujuan Pembentukan Or ganisasi Perdagangan Dunia) , dengan 

kesepakatan  isi  perjanjian internasional dalam WTO sebagai standar 

minimal  yang mengikat  sebagai hukum positif  bagi setiap negara 

peserta/ anggota. Salah satu perjanjian internasion al yang 

disepakati  tersebut adalah perjanjian terkait dengan Kekayaan 
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Intelektual ( intellectual property ) yait p erjanjian Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights  yang bertujuan untuk 

menjamin pelindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara 

anggotanya.  

    Adapun tujuan I ndonesia dalam melaksanakan perundingan 

khususnya terhadap ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs, adalah 

untuk: 1 

a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan 

Intelektual dari prod uk -produk yang diperdagangkan;  

b.  menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual yang tidak menghambat kegiatan 

perdagangan;  

c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan 

perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;  

d.  mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme 

kerjasama internasional untuk menangani perdagangan 

barang -barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas 

Hak Atas Kekayaan Intelektual . 

Tujuan keterlibatan indonesia tersebut menjadi  landasan kebijakan 

Indonesia dalam ikut serta  pada perjanjian tersebut, yang tertuang 

dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, 

ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai politik hukum nasional 

Indonesia terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual yang 

menjunjung tinggi hak untuk mengemba ngkan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya  sebagaimana 

tertuang dalam ketentuan Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 . Oleh karena itu, negara harus membe rikan 

jaminan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia serta 

mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan 

masyarakat dalam suatu pengaturan  dalam peraturan perundang -

undangan.  

                                                             
1 Penjelasan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement 

Establishing The World Trade Organiation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia)  
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       Paten, sebagai salah satu objek pelindungan hak kekayaan 

int elektual , memberikan landasan pelindungan hasil olah 

intelektual yang diwujudkan baik dalam bentuk produk ataupun 

proses dan dapat diterapkan dalam bidang industri.  Sebagai hasil 

olah intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, kontribusi paten 

tersebut memiliki peran yang  signifikan da lam pengembangan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi . Dasar  hukum  

pengaturan paten sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual 

diatur dalam Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Paten 

(UU Paten) , guna mem berikan pelindungan penemuan (invensi) 

dalam bidang teknologi, serta mencegah pihak lain menggunakan 

secara ilegal  agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 7 TRIPS yang menyatakan:  

The protection and enforcement of intellectual property 

rights should contribute to the promotion of technological 

innovation and to the transfer and dissemination of 

technology, to the mutual advantage of producers and 

users of technological knowledge and in a manner 

conducive to socia l and economic welfare, and to a balance 

of rights and obligations. 2 

   

Indonesia sebagai negara anggota (member state)  WTO berkewajiban 

menghormati dan memberikan pelindungan serta mendorong 

inovasi yang ada melalui pengaturan dalam sistem hukum 

pelindung an paten dalam UU Paten yang ada  dengan tidak 

memberikan perlakuan diskriminasi ataupun keputusan 

administratif lainnya  terhadap pemohon paten baik dalam maupun 

luar negeri  yang dapat merugikan hak -hak pemohon secara 

ekonomi.  

      Indonesia seb agai negara yang memiliki jumlah populasi 

penduduk sebanyak 255.461.700 juta penduduk pada tahun 2015 3 

dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,02% 

                                                             
2 Perlindungan dan penegakan hak Kekayaan Intelektual seharusnya dapat memberikan 

kontribusi dalam mendorong inovasi di bidang teknologi dan alih tekn ologi, bagi keuntungan 

bersama baik bagi pengguna maupun pengguna ilmu teknologi dan dengan cara yang kondusif 

bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban 

(Terjemahan)  

 

3
 https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/BIS%202017.pdf, diakses 

tanggal 6 November 2019 

https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/BIS%202017.pdf


 

3 

dengan harga produk domestik bruto sebesar Rp. 4.067,8 Trilyun 4. 

Selain itu, dari segi pertumbuh an produksi industri manufaktur 

sampai dengan triwulan III -2019 untuk industri besar sebanyak 

4,35% dan industri mikro kecil pada 6,19%, 5 menunjukan bahwa 

Indonesia memiliki  potensi pasar maupun sasaran bisnis yang 

sangat strategis . Hal tersebut  dapat ditu njukan dengan banyaknya 

permohonan Paten luar negeri yang masuk ke Indonesia  melalui 

Perjanjian Traktat Paten ( Patent Cooperation Treaty )/ PCT , antara 

lain  sebagai berikut:  

Tabel 1  

Data Permohonan Paten 3 (tiga) tahun terakhir  

Tahun  Paten  

Paten 

Sederhana  PCT 

2017  1,289  197  3,811  

2018  1,457  329  4,919  

2019  642  258  2,324  

 

Data tersebut diatas menunjukan jumlah permohonan  paten  yang 

masuk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian 

Hukum dan HAM , yang menunjukan jumlah  permohonan Paten 

yang dimohonkan dalam jumlah > 1200 (lebih dari seribu dua ratus) 

permohonan Paten setiap tahunnya . Indonesia sebagai negara 

anggota PCT memberikan pelindungan terhadap permohonan paten 

milik inventor luar negeri melalui PCT dalam jumlah besar , dengan 

data seba gai berikut:  

Tabel 2  

Daftar 15 besar permohonan paten inventor luar negeri  

_ Negara  2016  2017  2019  

1 Japan  2,606  2,408  964  

2 
United States of 

America  
1,673  1,574  591  

3 China  571  491  257  

                                                             
4
 Berita Resmi Statistik No.89/11/Th.XXII, 5 November 2019 

5
 Berita Resmi Statistik No.87/11/Th.XXII, 1 November 2019 
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4 Republic of Korea  584  386  176  

5 Germany  446  399  111  

6 Switzerland  370  371  106  

7 Netherlands  322  275  100  

8 France  236  235  101  

9 United Kingdom  219  172  35 

10 Sweden 119  103  53 

11 
Taiwan, Province 

of China  
147  98 68 

12 India  120  86 42 

13 Australia  68 83 40 

14 Singapore  79 84 20 

15 Belgium  88 71 28 

 

Berdasarkan d ata tersebut diatas , menunjukan dimensi 

internasional terkait pelindungan hak -hak pemegang paten , melalui 

adanya permohonan paten oleh pemohon negara lain/anggota PCT.  

Sejalan dengan pengakuan dan pelindungan hak pemegang paten 

yang be rlaku se cara universal, pemerintah n egara Republik 

ndonesia wajib memberikan pelindungan terhadap paten yang 

secara sah terdaftar di Indonesia.  

       Selaras dengan jaminan pelindungan paten berdasarkan sistem 

hukum nasional Indonesia berdasarkan UU Paten , namun masih 

terdapatnya ketentuan dalam UU Paten yang tidak sesuai dengan 

ketentuan internasional yang berdampak terhadap ketidak  

percayaan  internasional kepada pelindungan paten serta berpotensi 

menghambat investasi dan inovasi . Beberapa permasalahan 

pengaturan UU Paten yang dianggap bermasalah salah satunya 

adalah  ketentuan Pasal 20 UU Paten tentang  kewajiban membuat 

produk/menggunakan prosesnya di Indonesia , yang secara 

imperatif ditegakan  melalui ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf e UU 

Paten. Ketentuan tersebut oleh pemegang paten khususnya yang 

berasal dari luar negeri dianggap  membolehkan perlakuan 
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diskriminasi pada sistem paten Indonesia terhadap permohonan 

paten yang berasal dari luar negeri . 

          Terjadinya k ondisi diatas  diakibatkan oleh ketentuan dalam 

UU Paten yang mewajibkan Pemegang Paten untuk membuat 

produk dan menggunakan proses di Indonesia. Dimana norma 

dalam Pasal 20 ayat (1) UU Paten menyatakan secara tegas bahwa 

Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggun akan proses di 

Indonesia . Selanjutnya pada ayat (2) Pasal menyatakan bahwa 

kriteria membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, 

penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.  Namun , 

ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 27 TRIPs yang menyatakan òépatents shall be 

available and patent rights enjoyable without discrimination as to the 

place of invention, the field of technology and whether products a re 

imported or locally producedéó. Dimana ketentuan wajib  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan tindakan yang 

membebankan pemohon Paten untuk memproduksi/menggunakan 

proses di Indonesia, sehingga ketentuan tersebut  akan menghambat 

masuknya permohon an Paten beserta perlindungannya di 

Indonesia .  

       Keberadaan Pasal 20 UU Paten ini diperkuat dengan Pasal 132 

ayat (1) huruf e UU Paten  berkonsekuensi dengan  dibukanya  upaya 

hukum pengajuan permohonan penghapusan terhadap paten yang 

tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten. Akibat dari 

pengaturan Pasal UU Paten itu, mendapatkan keberatan dari negara 

lain khususnya oleh negara -negara maju  yang rutin mendaftarkan 

kepemilikan patennya dalam jumlah banyak  di Indonesia .  

       Hal lain yang akan berdampak adalah dikenakannya tindakan 

resiprokal terhadap paten milik inventor Indonesia ata upun 

pengenaan sanksi perdagangan terhadap produk  perdagangan  

Indonesia yang di  lua r negeri , dimana hal ini akan berdampak  

merugikan perdagangan ekspor produk I ndonesia. 6 

                                                             
6
 Salah satu tindakan balasan yang akan berdampak terhadap ekspor Indonesia adalah dikenakannya pencabutan GSP 

(General System of Preference) oleh Amerika Serikat. GSP merupakan program yang diberikan oleh Amerika Serikat 
terhadap beberapa produk yang dapat diperbolehkan masuk ke pasar Amerika Serikat dengan diberikan duty free 
dengan terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kongres. Kriteria GSP antara lain adalah penghormatan 
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       Untuk mengatasi kondisi hukum tersebut, Indonesia 

menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten u ntuk 

memberikan dasar hukum penundaan pemberlakuan kebijakan 

Pasal 20 UU Paten dan Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten , sebagai 

solusi jangka pendek permasalahan tersebut . Namun, sejalan 

dengan perkembangan hukum yang ada dalam bidang paten, 

keberadaan UU Paten masih terdapat beberapa kekurangan yang 

menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapannya yang 

mengakibatkan UU Paten nasional Indonesia tidak responsif dengan 

perke mbangan zaman dan kemajuan IPTEK secara global. Oleh 

karena itu,  ketentuan yang ada dalam UU Paten tersebut perlu 

dilakukan perubahan  guna menyesuaikan dengan perkembangan 

untuk mendorong   terwujudnya perbaikan  pengaturan paten 

nasional  yang efektif, efis ien, dan mendorong inovasi nasional .  

        Adapun kelemahan sistem paten dalam UU Paten saat ini 

selain permasalahan dalam Pasal 20 UU Paten tersebut diatas  yang 

perlu dilakukan perubahan , antara lain:  

1.  Permasalahan mengenai Paten sederhana;  dimana norm a Pasal 3 

UU Paten tentang Paten sederhana perlu dipertegas substansi 

normanya agar paten yang dihasilkan melalui Paten sederhana 

memiliki nilai keunggulan praktis.  

2.  Permasalahan terdapat pada ketentuan Pasal 4 huruf d 

mengenai aturan dan metode yang hanya  berisi program 

komputer , merupakan program komputer yang hanya berisi 

program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian 

permasalahan kecuali program tersebut mempunyai karakter 

                                                                                                                                                                    
putusan pengadilan/ arbitrase yang melibatkan orang ataupun korporasi Amerika Serikat, pemberantasan eksploitasi 
pekerja anak, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, memberikan pelindungan yang wajar dan 
efektif terhadap hak kekayaan intelektual, menyediakan akses pasar yang wajar bagi Amerika Serikat. Indonesia 
merupakan salah satu negara penerima GSP dengan produk ekspor tahun 2018 yang menggunakan manfaat fasilitas 
GSP adalah sebanyak $ 2,13 bilyon dollar (dalam milyar dolar) dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 
$18,4 bilyon dollar.  
    www.ustr.gov Salah satu contoh tindakan balasan atas perlakuan yang menghambat perdagangan adalah tindakan 
Amerika Serikat melalui USTR melakukan tindakan mencabut GSP (General System of Preference) terhadap produk 
ekspor India ke Amerika Serikat yang selama ini perlakuan duty free entry ekspor India sampai dengan $ 5.6 bilyon 
dollar. India mendapatkan pencabutan GSP setelah dilakukan review oleh Amerika Serikat terhadap upaya perbaikan 
dalam negeri India pada tindakan perdagangan dalam negeri India yang telah membuat hambatan serta mengakibatkan 
efek negatif yang sangat serius terhadap perdagangan Amerika Serikat. Selain India yang akan dikenakan pencabutan 
GSP dalam waktu dekat adalah Turki sebagai penerima GSP terhadap produk ekspornya oleh Amerika Serikat sejak 
tahun 1975.  

http://www.ustr.gov/
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yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan 

penyelesaian masalah baik berwujud maupun tidak berwujud;  

3.  Pasal 4 huruf f angka 1 menyatakan bahwa invensi tidak 

mencakup penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ 

atau dikenal 7; dan Pasal 4 huruf f angka 2 ketentuan Pasal 

tersebut secara tegas meny atakan kualifikasi invensi yang 

berupa bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak 

menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat 

perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari 

senyawa;  Terhadap Paten sebagaimana dimaksud dalam U U 

Paten ini pada awalnya adalah berupaya untuk mendorong 

adanya inovasi baru dalam Paten dan menghentikan 

permohonan Paten yang sifatnya adalah evergreen ing  ataupun 

pengembangan dari Paten itu sendiri. Sehubungan dengan hal 

tersebut, kondisi ini justru men ghambat pertumbuhan 

perekonomian industri lokal dikarenakan industri lokal 

Indonesia masih terbatas pada produk awal, demikian juga 

dengan riset akademi masih terbatas pada produk awal.  Selain 

itu, substansi norma pengaturan Pasal ini dianggap 

mengabaikan  hasil  riset yang dapat dikembangkan dari satu 

produk untuk manfaat lainnya, yang umumnya berlaku dalam 

industri farmasi.  

4.  Masa tenggang ( grace period ) waktu pendaftaran paten terhadap 

invensi yang dipublikasikan sebelumnya . 

5.  Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) sehubungan dengan 

penetapan terkait informasi sumber daya genetik/ pengetahuan 

tradisional haru ditetapkan oleh lembaga re smi yang diakui oleh 

pemerintah.   

6.  Perubahan data permohonan paten sebagaimana diatur dalam 

Pasal 39 UU Paten.  

7.  Percepatan pem eriksaan substantif Paten;  

8.  Lisensi Wajib; dan   

                                                             
7 Penjelasan Pasal  4 huruf f angka 1:   

Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau dikenal" mencakup alat, barang, mesin, 

komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten 

maupun yang sudah menjadi milik umum (public domai n).  
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9.  Biaya tahunan pemegang paten; dimana ketentuan biaya 

tahunan ini dianggap menimbulkan birokrasi paten yang 

memberatkan pemegang paten dikarenakan harus membayar 

melalui kuasanya, selain itu adanya piutang yang tidak tertagih 

akibat mekanisme biaya tahunan terhadap paten yang tidak 

patuh pembayarannya.  

Terhadap permasalahan tersebut untuk  menyiapkan rumusan urgensi 

pengaturan dalam perubahan UU Paten  yang sesuai dengan 

perkembangan yang ada , Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 

Tahun 2019 mengagendakan Penyu sunan Naskah Akademik RUU 

Perubahan atas Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

sebagai bahan acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan RUU, 

menjadi bahan wajib yang harus menyertai RUU perubahan UU Paten, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan.   

B.  Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi  masalah dalam penyusunan Naskah Akademik 

ini, adalah:  

1.  Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

paten berdasarkan UU Paten dan bagaimana permasalahan 

tersebut dapat diatasi ?  

2.  Apa urgensi dilakukan perubahan terhadap UU Paten sebagai 

solusi atas permasalahan Paten ?  

3.  Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis perubahan UU Paten ?  

4.  Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan perubahan 

UU Paten ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik  

Tujuan penyusunan  Naskah Akademik RUU Perubahan UU Paten , 

adalah:  

1.  Merumuskan permasalahan y ang dihadapi dalam 

penyelenggaraan paten di Indonesia  dan upaya mengatasi 

permasalahan yang ada.  
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2.  Merumuskan urgensi dilakukan perubahan terhadap UU 

Paten  sebagai solusi atas permasalahan  Paten di Indonesia .  

3.  Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis  RUU Perubahan UU Paten . 

4.  Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU 

Perubahan UU Paten . 

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah 

sebagai  acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU 

Perubahan UU Paten  

D.  Metode Penyusunan Naskah Akademik  

      Dalam melakukan p enyusunan Naskah Akademik  ini  dilakukan 

penelitian/ pengkajian terhadap permasalahan pelaksanaan UU 

Paten , dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa 

peraturan perundang -undangan atau dokumen hukum lainnya, dan 

hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan 

dengan  permasalahan.  

       Untuk melengkapi data yang ada, m etode yuridis normatif 

dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilengkapi dengan 

kegiatan partisipasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan 

terkait dan masyarakat secara umum, melalui diskusi publi k (public 

discussion ), diskusi terfokus ( focus group discussion ), rapat dengan 

pemangku kepentingan dan ahli dalam bidang Paten, serta 

keterlibatan publik melalui situs resmi BPHN di 

www.partisipasiku.bph n.go.id   yang dapat diakses oleh masyarakat 

baik akademisi maupun pemerhati Paten, untuk mempertajam 

kajian dan analisis  dalam penyusunan naskah akademik serta 

mendapatkan masukan secara komprehensif dalam penyusunan 

Naskah Akademik RUU Perubahan UU Paten . 

       Selain itu, u ntuk  memecahkan masalah serta menuangkan 

substansi dalam Naskah Akademik ini dilakukan  penelitian / 

pengkajian yang menggunakan pendekatan peraturan per undang -

undang an (statute  approach) , pendekatan konseptual  (conceptual 

approach), dan  pendekatan komparatif  (comparative approach).  

http://www.partisipasiku.bphn.go.id/
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Pendekatan peraturan per undang -undang an dilakukan dengan cara 

menelaah peraturan perundang -undangan terkait dengan Paten  

baik peraturan paten yang ada di Indonesia ataupun perjanjian 

internasional terkait pate n dimana Indonesia menjadi negara 

peserta. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah 

literatur serta pendapat para ahli terhadap konsepsi paten untuk 

mendukung justifikasi konsepsi pengaturan paten yang akan diatur. 

Pendekatan komparatif dilakukan de ngan membandingkan secara 

substanstif pengaturan dan pelaksanaan di negara Indonesia 

dengan negara lain  ataupun pada bidang lain  sebagai pembanding.  
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  

A.  Kajian  Teoretis  

1.  Teori Utilitarian  

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan 

kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak -

banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan 

kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah 

kebahagian yang sebesar -besarnya bagi sebanyak -banyaknya 

orang. Pen ilaian baik -buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat 

tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian 

kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai 

kebahagiaan ( happiness). 8 

2.  Teori Karya  

       Teori karya merupakan kelanjutan dari teor i hak alami. Jika 

pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia 

bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya 

pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang 

dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua o rang 

mendayagunakan fungsi otaknya untuk melakukan sesuatu. 9 

Menurut teori ini, ditekankan bahwa  setiap orang memiliki hak 

kekayaan di dalam kerja yang dilakukan oleh tubuhnya sendiri  dan  

peruntukan atas objek yang belum dimiliki nya tersebut timbul dari 

up aya kerja manusia atas objek tersebut . I de penggabungan kerja 

seseorang dengan objek yang belum dimiliki ( unowned object ) 

menganugerahkan seseorang kepada sebuah hak properti  (hak 

milik)  secara  keseluruhan  (hak absolut) . 

        Terkait dengan paten, menurut Robert Nozick bahwa posisi 

pemegang paten lebih mencerminkan kepada upaya kerja keras 

                                                             
8 Besar, òUtilitirianisme dan Tujuan  Perkembangan  Hukum Multimedia,ó  

https://business -law.binus.ac.id/2016/06/30/ut ilitarianisme -dan -tujuan -perkembangan -hukum -

multimedia -di -indonesia/ , diakses 19 Juni 2019.  

 
9 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia , cet. 1 (Bandung: 

Mandar Maju, 2011), hlm 50.  

 

https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/
https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/
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inventor dalam mengeksploitasi kreatifitasnya òan inventor patent 

does not deprive others of an object which would not exist if it h ad not 

been for the inventor óǢ10. Hal ini menjadi dasar bagi  keputusan untuk 

menetapkan suatu batasan waktu atas  suatu  paten , khususnya 

terkait masa publikasi  dengan menghitung seberapa lama waktu 

diperlukan untuk sebuah penemuan mandiri bila suatu penemuan  

tersebut  tidak diketahui. 11Ǣ Ketentuan tersebut dengan demikian 

membuat pengakuan atas hak invetor menjadi tidak mencederai 

posisi dari pihak la in.  Atas dasar pemahaman demikian, aplikasi 

teori kerja Locke ke dalam konteks kepemilikan terhadap kebendaan 

yang tidak berwujud  menjadi relevan .  

3.  Teori Prospek  

      Teori prospek, sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh 

Edmund Kitch (1977), merupakan teori yang mengintegrasikan 

antara institusi paten dengan teori hak atas properti secara umum. 

Teori ini dibangun dari dasar òthe same economic traditions as the 

classic incentive -to-invent theory ó, namun fokusnya bukan pada 

insentif ex-ante  untuk menciptakan sebanyaknya seperti atas 

kemampuan kepemilikan kekayaan intelektual untuk memaksa 

penggunaan efisien atas invensi dan ciptaan  melalui lisensi ketika 

mereka dibuat. Sedangkan dalam konteks kekayaan intelektual, 

Kitch berpendapat bahwa sistem paten bekerja sebagai sistem 

insentif berdasarkan pehargaan ( reward ), memberikan hak eksklusif 

kepada inventor yang sukses guna mendorong invensi di masa 

mendatang. Poin utama dari sistem paten ini ialah untuk 

mendorong komresialisasi lebih jauh dan penggunaan yang efisen 

dari ide yang belum terealisasikan dengan mematenkan idenya; 

layaknya tanah/lahan yang mendorong or ang untuk 

mengupayakannya.  

        Dari pemahaman dasar tersebut, Kitch membagi berdasarkan 

3 (tiga ) asum si. Pertama  ialah sebuah prospek paten meningkatkan 

efisiensi yang dengannya investasi terhadap teknologi dapat 

dikelola. Lebih lanjut, Kitch juga berp endapat bahwa ò. . . the patent 

                                                             
10 Nozick, 1999, p. 182)  
11 (Nozick, 1999, p. 182)  
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owner has an incentive to make investments to maximize the value of 

the patent without fear that the fruits of the investment will produce 

unpatentable information appropriable by competitors .ó Kedua ialah 

terdapat asumsi ba hwa òtidak ada seorangpun yang akan membuat 

investasi signifikan dalam mencari cara untuk meningkatkan nilai 

kompersial sebuah paten, kecuali dia telah membuat perjanjian 

sebelumnya dengan pemilik dari paten. Lebih jauh Kitch 

berpendapat bahwa òThis puts t he patent owner in a position to 

coordinate the search for technological and market enhancement of 

the patent's value so that duplicative investments are not made and 

so that information is exchanged among the searchers .ó Ketiga ialah 

dalam rangka memaksim alkan keuntungan sosial, pemilik kekayaan 

harus membuat invensinya tersedia bagi publik dengan harga yang 

pantas.  

      Teori prospek dengan demikian berpendapat bahwa paten 

seharusnya diberikan di awal proses invensi, serta harus memiliki 

cakupan yang lua s dengan sedikit pengecualian. Teori ini 

menganggap invensi sebagai sesuai yang dilakukan oleh sebuah 

firma tunggal ketimbang bersifat kolektif; sebagai hasil dari 

pengeluaran yang signifikan untuk penelitian, ketimbang hasil dari 

penelitian yang murah dan  kebetulan; dan sebagai langkah awal 

dalam sebuah proses panjang dan mahal dari invoasi, ketimbang 

sebuah aktivitas yang dekat dengan produk final. (p. 74)  

       Merujuk pada pemahaman tersebut, visi prospek dari paten 

sangat berdekatan dengan invensi di dalam industri farmasi. Selain 

mahal dan berbiaya tinggi dalam penelitiannya, penemuan obat 

dalam industri farmasi hanyalah merupakan awal dari proses, 

bukan hasilnya. Hak paten yang kuat sangat diperlukan untuk 

mendorong perusahaan -perusahaan obat untuk m engeluarkan dana 

dalam jumlah yang banyak untuk penelitian bertahun -tahun 

sebelum produknya dapat dikeluarkan ke pasar. Serta karena 

terdapat banyak pekerjaan yang muncul setelah obat tersebut 

pertama kali diidentifikasi, menjadi perlu untuk memberikan 

pemegang paten hak untuk mengoordinasikan perubahan 

downstream  atas obat.  
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4.  Teori Inovasi Kompetitif  

        Teori inovasi kompetitif berakar dari model monopoli 

Schumpeter yang mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan yang 

erat antara inovasi dan struktur pasar,  dalam hal ini hanya 

perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang dapat mendukung 

biaya -biaya yang terkait dengan inovasi. Untuk itu, inovasi tersebut 

menentukan posisi monopoli serta dapat mendorong inovasi -inovasi 

lainnya di masa mendatang. Dalam pandang an ini, berbeda dengan 

kekayaan yang nyata ( tangible ), informasi adalah sebuah barang 

publik yang konsumsi terhadapnya bersifat nonrivalrous, yakni 

penggunaan seseorang atas informasi agar tidak mencederai 

kemampuan pihak lain untuk menggunakan informasi t ersebut. 

Cara pandang ini tentu mengkritik teori prospek yang beranggapan 

bahwa alasan pentingnya kekayaan intelektual ialah untuk 

menciptakan insentif ex ante , bukan hak kontrol yang bersifat ex-

post . Melalui pandangan ini, menurut Kenneth Arrow, paten ha rus 

secara sempit dibatasi kepada implementasi invensi yang spesifik, 

sehingga tidak memberikan kepada pemegang paten hak untuk 

mengontrol kompetisi di dalam pasar ekonomi. Ǣ(Arrow, 1962)  

        Lebih jauh, basis empiris sepertinya membenarkan teoresasi 

demikian. Meningkatnya jumlah paten mengindikasikan adanya 

sistem proteksi terhadap cara tertentu dari kompetisi di pasar, dan 

inovasi masih terus berlangsung di dalam pasar -pasar tersebut. 

Secara khusus dalam industri telekomunikasi, secara empiris 

membukti kan bahwa kompetisi justru paling baik dalam memacu 

inovasi ketimbang monopoli.  

5.  Teori Inovasi Kumulatif  

        Dalam perkembangannya, penjelasan dalam teori prospek dan 

inovasi kompetitif hanya berfokus pada inovasi tunggal. Secara 

langsung hal ini mening galkan fenomena adanya inovasi kumulatif, 

yakni òa final product results from not just an initial invention but from 

one or more improvements to that invention .óǢ(Burk & Lemley, 2003, p. 

58) Ketika paten dilihat sebagai invensi kumulatif, regulasi paten 

harus menentukan bagaimana alokasi hak antara inventor awal 

(intitial inventors ) dan pengembang ( improvers ).Ǣ(Hovenkamp, Janis, 
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& Lemley, 2003) Secara langsung, teori ini meragukan òthe ability of 

any one inventor to identify and coordinate all the improve rs needed 

to optimize a product over time .ó 

       Sebagai pengembangan, Merges dan Nelson menjelaskan 

tentang teori ôtailored inventives õ yang beranggapan bahwa kompetisi 

itu sendiri, bukan kepemlikan monopolistik, yang mendorong 

adanya invensi secara efi sien. Dalam bahasannya, Merges dan 

Nelson mengungkapkan bahwa òto bear in mind that every potential 

inventor is also a potential infringer. Thus a ôstrengtheningõ of property 

rights will not always increase incentives to invent; it may do so for 

some pione ers, but it will also greatly increase an improver's chances 

of becoming enmeshed in litigation .óǢ(Merges & Nelson, 2006, p. 916)  

        Teori invoasi kumulatif ini relevan dengan industri piranti 

lunak ( software industry ) yang dikarakteristikkan dengan p erbaikan 

atas produk yang ada dengan jumlah banyak dan cepat. Dalam hal 

ini, piranti lunak komputer kerap dibangun atas ide yang telah ada 

(preexisting ideas ) dan seringkali atas kodenya terdahulu. 

Perkembangannya dengan demikian bersifat incremental atau 

bertahap. Hal didasarkan pada beberapa alasan, pertama 

pengembangan sebagai resnpons terhadap hambatan arsitektur 

berbasis -hardware dari industri piranti lunak. Kedua  

pengembangan yang bersifat incremental atau bertahap tersebut 

cenderung memuat program me njadi lebih stabil. Karakteristik 

ekonomis dari jenis industri ini berimplikasi pada pengaturan 

terhadap paten, yakni pertama, invensi piranti lunak ( software ) 

tidak memerlukan sebuah proteksi paten yang kuat ( strong 

protection ); mengingat inovasi dalan in dustri tersebut tidak 

tergantung dari seberapa kuatnya dan luasnya proteksi negara 

terhadap paten. Ǣ(Burk & Lemley, 2003, p. 88) Kedua  ialah kecepatan 

dan pengembangan inovasi yang krusial dalam industri piranti 

lunak daapat diperlambat oleh perusahaan -perusahaan yang telah 

memliki patent piranti lunak tersebut berdasarkan produk generasi 

terdahulu. Ǣ(Burk & Lemley, 2003, p. 88) Ketiga ia lah budaya 

pengembangan inovasi yang cepat dapat berujung pada banyaknya 
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inovasi tingkat rendah yang dapat diatasi melalui paten yang lebih 

sempit ( narrow patent ).Ǣ(Burk & Lemley, 2003, p. 90) . 

6.  Teori Stimulus Ekonomi  

Pelindungan kekayaan intelektual (KI) y ang efektif dan efisien 

yang sesuai dengan standar internasional menjadi salah satu daya 

tarik perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara 

KI dengan perdagangan, industri, persaingan usaha, serta 

kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, perlu a danya sistem KI 

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan 

standar KI yang ada dalam TRIPs. Hal ini dikarenakan adanya 

keterkaitan antara pelindungan KI dengan kegagalan pasar 

domestik, dimana pada pelindungan KI secara teori ekonomi da sar 

menyatakan bahwa kegagalan pasar terjadi karena biaya awal yang 

sangat tinggi dan biaya distribusi dari hasil HKI, jadi diperlukan 

adanya insentif ekonomi untuk mengatasi kegagalan pasar. 12   

Ketika ada kekayaan kasat mata (intangiable ) maka  hukum 

ekono mi  digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan -kebutuhan yang tidak 

terbatas. Argumen tasi  ekonominya, adalah jika tidak ada 

pelindungan kekayaan (property rights protection ) yang secara 

spesifik, penyedia barang tidak akan memproduksi dan 

menyediakan barang untuk pasar meskipun ada potensi untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar. Argumen ini berasal dari 

prinsip free rider  yang menyatakan bahwa orang -orang yang 

oportunis tidak seharusnya diperbolehkan mengambil barang yang 

bukan hasil kerja kerasnya sendiri, karena jika demikian tidak akan 

ada insentif untuk diinvestasikan kepada kemampuan dan sumber 

daya yang nantinya digunakan untuk menciptakan suatu karya. 

Pandangan lain dari argumen in i adalah bahwa para free rider  

menyebabkan terjadi kompetisi yang jika tidak terdapat kompetisi 

maka akan terjadi monopoli yang tidak diinginkan. Meskipun masih 

diperdebatkan, ini adalah alasan mengapa KI dibatasi durasinya. 13 

                                                             
12 Ciro, òThe Scarcity of Intellectual Property,ó The Journal of Information, Law and 

Technology (JILT) , (2005), hlm 4.  

 
13 Ibid.  



 

17 

 Sebagai salah satu hak kekayaan intelektual terkait dengan 

industri, hubungan antara paten dengan perekonomian tidaklah 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya . Menurut Smith 14 sebagai 

bagian dari hak kekayaan intelektual, suatu sistem paten memiliki 

dasar pem benaran ( justification of the patent system ) antara lain:  

1.  Advance a countries technological dan economic development  

(memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);  

2.  Stimulation of indigenous industrilization (merangsang 

industrialisasi asli pribumi);  

3.  Patents can contribute to technological and economic trough 

licensing in other countries (menyumbang pembangunan 

teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);  

4.  Patents help in dissemination of technological information 

(membantu penyebaran informasi te knologi);  

5.  Availability othe countries and incentives for invenstment (adanya 

perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara 

lain dan insentif bagi penanaman modal).  

B.  Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait penyusunan norma  

      Asas atau prinsip yang dianut terkait dengan perubahan/revisi 

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah asas -

asas yang ada /yang digunakan  dalam Undang -Undang Nomor 13 

Tahun 2016 sebagai revisi Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten. Namun, asas atau pr insip yang ada  tersebut perlu 

dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan  kebutuhan/ 

perkembangan yang ada , dan dengan mengecualikan keberlakuan 

penerapan asas -asas yang menimbulkan tindakan diskriminatif 

bagi Pemegang Paten, kecuali tindakan tersebut dilak ukan dalam 

rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bern egara. Oleh karena 

itu, dalam menjalankan hak dan kebebasa nnya maka setiap 

Pemegang Paten ataupun pihak yang memiliki alas hak , wajib 

tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang -undang  

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan memenuhi 

                                                             
14 Patrick A. Smith, The Charasteristic and Justification of Patent System, Executive Summary, 

Indonesia Australia Specialized Tra ining Project Intelectual Property Rights, page 2, dalam Endang 

Purwaningsih, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten, Cv. Mandar Maju Bandung, 

2015, hlm. 2  
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tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, 

keamanan, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.  

C. Kajian terhadap praktik p enyelenggaraan, kondisi yang 

ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.  

  Perkembangan global bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) turut mendorong kesejahteraan masyarakat. Hak kekayaan 

intelektual khususnya  bidang  paten , menjadi salah satu instrumen 

yang penting  untuk mendorong inovasi dan  memberikan insentif 

ekonomi dengan adanya pelindungan hukum terhadap hak 

kekayaan intelektual invensinya tersebut. Presiden Joko Widodo 

dalam pidato kenegaraannya 15 menyatakan bahwa Indonesia 

mer upakan bagian dalam lingkungan global yang sangat dinamis 

dengan berbagai fenomena global berupa perubahan, kecepatan, 

kompleksitas dan penuh risiko, yang memerlukan suatu model serta 

nilai baru dalam mencari solusi dengan melakukan inovasi agar 

Indonesia menjadi negara yang lebih produktif dan memiliki daya 

saing, serta memiliki fleksilibitas dalam menghadapi perubahan. 

Dan, inovasi serta perkembangan teknologi yang sedemikian cepat 

selalu menuntut perubahan. Presiden Joko Widodo memandang 

regulasi pemerin tah yang mengekang atau membatasi gerak kreatif 

para pelaku usaha hanya akan mendorong mereka semakin 

menjauh bahkan melebihi ruang lingkup yang diatur . 16  

Salah satu regulasi yang menjadi permasalahan dan menghambat 

investasi serta menghambat inovasi dala m bidang IPTEK 

sebagaimana dimaksud oleh Presiden adalah keberadaan Undang -

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai dasar hukum 

pelaksanaan pelindungan paten di Indonesia yang telah disahkan 

pada tahun 2016 (UU Paten) , sebagai regulasi dengan level  undang -

undang yang menjadi induk dari pengaturan paten yang ada di 

Indonesia . Keberadaan UU Paten dalam praktik penyelenggaraan  ini  

perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada yang mengacu 

kepada prinsip universal berdasarkan ketentuan Konvensi Paris d an 

TRIPS yang  telah  menjadi standar umum pengaturan paten  secara 

global . Secara umum permasalahan yang ada dalam UU Paten 

                                                             
15 Pidato Presiden Joko Widodo tanggal 14 Juli 2019  
16 http://presidenri.go.id/berita -aktual/regulasi -tak -boleh -hambat -inovasi.html  
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tersebut terdapat beberapa isu besar yang mendorong perlunya 

disempurnakan UU Paten tersebut , yaitu: Isu Mendorong Inovasi 

Nasional 17 ; Isu Kesesuaian dengan Ketentuan Internasional 18; dan 

Isu Pelayanan Paten. 19, yang diuraikan dalam beberapa 

permasalahan UU Paten sebagai berikut:  

1.  Paten Sederhana  

      Suatu invensi merupakan ide inventor yang dituangkan 

dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di 

bidang teknologi berupa produk/proses atau penyempurnaan 

dan pengembangan produk atau proses. Invensi dimaksud 

berdasarkan UU Paten dap at diberikan pelindungan paten . 

Salah satu jenis paten yang memberikan  pelindungan terhadap 

inve nsi yang sederhana  (simple ), merupakan modifikasi teknis 

terhadap invensi sebelumnya adalah melalui pemberian  Paten 

sederhana. Pemberian p aten sederhana  tersebut  diberikan 

terhadap  invensi baik yang berupa produk bukan hanya  

berbeda ciri teknisnya melainkan  harus memiliki 

fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi 

sebelumnya , baik yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, 

                                                             
17

 Inovasi dan kreatifitas pelaku usaha yang bergerak dalam bidang teknologi selalu lebih cepat 

dibandingkan regulasi yang ada dalam bidang paten. Saat ini Indonesia berada dalam dunia 

globalisasi yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. Globalisasi yang terus mengalami 

pendalaman yang dipermudah dengan revolusi industri jilid ke -4 (Industri 4.0). Dimana 

persaingan semakin tajam dengan memperebutkan investasi, teknologi, pasar, da n bahkan 

sumber daya manusia berupa orang -orang pintar, dimana antar negara memperebutkan talenta -

talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Oleh karena itu, regulasi yang kaku, 

rumit, yang mempersulit pelaku usaha perlu dihentikan. Selain it u, regulasi yang tidak sesuai 

dengen perkembangan zaman dan justru menjebak dan menghambat inovasi harus dihapuskan 

(Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2019 di MPR/DPR 

https://nasional.kompas.com/jeo/naskah -lengkap -pidato -kenegaraan -2019 -presiden -jokowi , 

diakses 9 September 2019)  
18

 Indonesia harus dapat bersaing dalam kompetisi global untuk mendorong adanya investasi 

langsung (FDI), yang diha rapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang menguntungkan 

bangsa Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membuat 

Indonesia melompat dan mendahului bangsa lain, melalui inovasi. Oleh karena itu, perlu 

melakukan perbaikan p ada regulasi yang menjebak, menghambat inovasi, menakut -nakuti bangsa 

Indonesia. Namun, regulasi tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman, konsisten dan 

tidak tumpang tindih satu dengan lainnya.  
19

 Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa perlindungan paten memberikan dampak 

terhadap tumbuhnya sektor industri dan perdagangan serta ilmu pengetahuan yang dapat 

memberikan efek positif bagi masyarakat dan perekonomian. Di dalam mewujudkan efek positif 

tersebut, maka Indonesia harus siap dalam berkompetisi global secara ketat dengan berebut 

pengaruh untuk berlomba -lomba memperebutkan tumbuhnya sektor industri lokal ataupun 

Foreign Direct Investme(FDI) , sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yan g 

mengutarakan bahwa Indonesia harus lebih cepat dibandingkan negara -negara lain, selanjutnya 

Indonesia perlu melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi, serta 

debirokratisasi penyederhanaan kerja, dan perubahan terhadap regulasi yang men ghambat 

inovasi, selain itu inovasi tetap harus memperhatikan kedaulatan data sebagai jenis kekayaan 

bangsa Indonesia  (Beberapa poin pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum MPR/DPR 

tanggal 16 Agustus 2019 ). 

https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi
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konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, 

mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem.  

        Pasal 3 ayat (2) UU Paten menyatakan Paten sederhana 

diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari 

produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan 

dalam industri . Selain itu, Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten  

menyatakan bahwa Paten sederhana  diber ikan untuk i nvensi 

yang berupa proses atau metode yang baru.  Berdasarkan 

ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU Paten tersebut  

maka setiap invensi  berupa penemuan sederhana  yang 

diajukan sepanjang memenuhi syarat baru  (novelty ), 

pengembangan baik dari produk atau proses yang telah ada, 

dan dapat diterapkan dalam industri, dapat dimohonkan hak 

atas Paten s ederhana . 

      Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Paten merupakan rumusan 

norma baru yang mengubah  rumusan norma  sebelum nya yang 

ada dalam UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten 

yang lama).  Dimana,  rumusan tersebut mengalami perubahan 

dimana kriteria sederhana yang sebelumnya terdapat rumusan 

nilai praktis yang secara tegas dirumuskan dalam norma Pasal . 

Namun, dalam UU Pat en baru tersebut nilai praktis tidak 

dinyatakan secara tegas dalam norma pasal , melainkan 

ditempatkan dalam Penjelasan .  

       Berikut perbandingan pengaturan menganai ketentuan 

Paten Sederhana pada dalam UU Paten sebelumnya.  

Tabel 2.1  

Perbandingan Pengaturan Paten Sederhana dalam  

Undang -Undang mengenai Paten  di Indonesia  

UU Nomor 13 
Tahun 1997 
tentang 
Perubahan atas 
UU Nomor 6 
Tahun 1989 

tentang Paten  

UU Nomor 14 
Tahun 2001 

tentang Paten  

UU Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Paten  

Pasal 6  

Setiap 

Pasal 6  

Setiap Invensi 

Pasal 3  

(1) Paten 
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penemuan 
berupa produk 
atau proses 
yang baru dan 

memiliki 
kua litas 
penemuan yang 
sederhana tetapi 
mempunyai 
nilai kegunaan 

praktis  
disebabkan 
karena bentuk, 
konfigurasi, 
konstruksi atau 
komponennya 
dapat 

memperoleh 
perlindungan 
hukum dalam 
bentuk Pa ten 

Sederhana.  

berupa produk 
atau alat yang 
baru  dan 
mempunyai nilai 

kegunaan 
praktis  
disebabkan oleh 
bentuk, 
konfigurasi, 
konstruksi, atau 
komponennya 
dapat 
memperoleh 
perlindungan 
hukum dalam 
bentuk Paten 

Sederhana  

sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a 
diberikan untuk 

Invensi yang baru, 
mengandung 
langkah inventif, dan 
dapat diterapkan 
dalam industri. (2) 
Paten sederhana 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b 
diberikan untuk 
setiap Invensi baru, 
pengembangan dari 
produk atau proses 

yang telah ada , dan 
dapat diterapkan 

dalam industri.  

Penjelasan:  

Angka 4  

Perubahan 
dimaksudkan 
untuk lebih 
memberikan 
kejelasan 
mengenai 
lingkup 
perlindungan 
Paten Sederhana 
yang dapat 
mencakup 
produk maupun 
proses dan 
untuk memberi 
batasan 
mengenai 
penerapan 
persyaratan 
kebaruan bagi 
penemuan yang 
dapat 
memperoleh 
perlindungan  

Paten Sederhana 
tersebut. Dalam 
ketentuan Pasal 
6 lama lingkup 
perlindungan 

Penjelasan:  

 

Dalam Undang -
undang ini objek 
Paten Sederhana 
tidak mencakup 
proses, 
penggunaan, 
komposisi, dan 
produk yang 
merupakan 
product by 
process . Objek 
Paten Sederhana 
hanya dibatasi 
pada hal -hal 
yang bersifat 
kasat mata 
(tangible), bukan 
yang tidak kasat 
mata ( intangible ). 
Di beberapa 
negara, seperti di 
Jepang, Amerika 
Serikat, Filipina, 

dan Thailand, 
pengertian Paten 
Sederhana 
disebut  utility 
model, petty 

Penjelasan:  

 

Ayat (2)  

Paten sederhana 
diberikan untuk 
Invensi yang berupa 
produk yang bukan 
sekadar berbeda ciri 
teknisnya, tetapi 
harus memiliki 

fungsi/kegunaan 

yang  lebih praktis 

daripada Invensi 

sebelumnya  yang 
disebabkan bentuk, 
konfigurasi, 
konstruksi, atau 
komponennya yang 
mencakup alat, 
barang, mesin, 
komposisi, formula, 
penggunaan, 
senyawa, atau 
sistem. Paten 
sederhana juga 
diberikan untuk 
Invensi yang berupa 
proses atau metode 
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hanya berlaku 
untuk 
penemuan yang 
berupa produk 

saja. Yaitu 
produk yang 
memiliki nilai 

ekonomis 
karena 

memiliki nilai 

kegunaan 

praktis . 
Penemuan 
seperti itu 
biasanya berupa 
perala tan yang 
banyak 

digunakan 
dalam 
kehidupan 
sehari -hari, 
seperti mesin 
pembuat bakso, 
alat pemarut 
kelapa, pemecah 
kulit kopi, 
pemipil jagung 
dan perontok 
gabah. 
Sedangkan 
Paten Sederhana 
untuk proses, 
diberikan 
misalnya untuk 
proses 
pembuatan 

makanan.  
Denga n 
membatasi 
bahwa syarat 
kebaruan pada 
penemuan 
tersebut hanya 
berlaku untuk 
wilayah 
Indonesia saja 
maka 
diharapkan 
permintaan 
paten oleh 
penemu 
Indonesia bagi 
jenis penemuan 

pat ent , atau 
simple patent , 
yang khusus 
ditujukan untuk 
benda ( article ) 

atau alat ( device ). 

yang baru.  
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sederhana akan 
lebih banyak. 
Adapun 
pengertian 

"penemuan 
sederhana yang 
dilakukan  di 
Indonesia" 
meliputi semua 
informasi 
tentang 
penemuan yang 
dapat diperoleh 
di Indonesia.  

 

      Terhadap pengaturan yang ada terhadap  ketentuan 

Paten sederhana tersebut terdapat permasalahan substansi 

norma yang menjadi masalah dalam  pelaksanaan UU Paten, 

antara lain:  

a.   Nilai kegunaan praktis  

      Berdasarkan k etentuan UU Paten, suatu Paten 

sederhana diberikan terhadap suatu a) invensi yang baru , 

b) merupakan pengembangan dari produk atau proses 

yang telah ada , dan c) dapat diterapkan dalam industri . 

Salah satu kriteria yang ada dalam Paten sederhana 

berdasarkan  UU Paten adalah penambahan kriteria 

òpengembangan dari produk atau proses yang telah ada ó.  

       Yang menjadi masalah  adalah  rumusan  ketentuan 

pengembangan dari produk atau proses yang telah ada  

tersebut merupakan kriteria umum dari suatu invensi 

yang dapat diberikan Paten  biasa  (novelty ) dan bukan 

merupakan suatu paten yang merupakan modifikasi 

seperti Paten sederhana pada umumnya yang dikenal 

dengan simple patent  yang seharunya tidak merupakan  

kriteria invensi.  

     Suatu n ilai kebaruan dalam penilaian patentabilitas 

tidak hanya dikategorikan untuk produk atau proses 

yang benar -benar berbeda saja, namun nilai kebaruan 

dalam patentabilitas juga digunakan untuk menilai 
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seluruh aspek perbedaan dar i invensi yang didaftarkan 

melalui per mohonan òPatenó ataupun òPaten sederhanaó 

baik berupa kebaruan dalam hal bentuk, konfigurasi, 

konstruksi, atau komponennya  serta fitur lain dari suatu 

produk atau proses bahkan suatu fitur dari ruang 

lingkup ( subject matter ) indikasi/fungsi juga dapat dinilai 

sebagai keba ha ruan.  

       Sebagai contoh  dari penjelasan tersebut adalah, 

pada  suatu komposisi dalam bentuk sediaan injeksi yang 

mengandung ibuprofen histidin akan dinilai memiliki 

kebaruan jika dibandingkan den gan komposisi dalam 

bentuk sediaan injeksi yang mengandung ibuprofen 

arginat meskipun orang yang ahli dibidangnya akan 

mengetahui bahwa arginin dan histidin adalah sama -

sama suatu asam amino yang dapat dicampurkan ke  

dalam suatu zat aktif farmasi untuk mem bentuk suatu 

garam , namun dalam hal ini akan menghasilkan garam 

yang memiliki sifat yang berbeda yaitu ògaram lisinató 

dan ògaram arginató, dimana garam ibuprofen arginat 

memiliki sifat reduksi tegangan permukaan sehingga 

membuat emulsi stabil dan dapat me ngurangi atau 

mencegah kerusakan eritrosit dibandingkan dengan 

ibuprofen histidin. Perbedaan penilaian sifat dari produk 

yang dihasilkan itu tidak termasuk dalam kategori 

penilaian òkebaruanó melainkan termasuk ke dalam 

kategori penilaian òfungsió atau òlangkah inventifó atau 

òkegunaan praktisó. Dalam hal ini penilaian kebaruan 

hanya dilakukan pada perbedaan fitur jenis asam amino 

yang digunakan yaitu òargininó dan òhistidinó. 

      Sebagai contoh lain òsuatu tablet yang mengandung 

valsartan dan hidroksipro pil selulosa sebanyak 10 -50% 

dari total berat tabletó dinilai memiliki kebaruan 

dibandingkan dengan òsuatu sediaan padat oral yang 

mengandung valsartan dan hidroksipropil selulosa 

sebanyak tidak kurang 60% dari total berat tabletó. 

Dalam hal ini penilaian kebaruan dilihat dari perbedaan 
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jumlah konsentrasi dari kandungan hidroksipropil 

selulosa dalam suatu tablet valsartan. Dalam kasus ini 

penilaian kebaruan dilihat dari adanya suatu modifikasi 

kecil yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sediaan 

alternatif  dari suatu sediaan obat valsartan. Jika 

penilaian kriteria patentabilitas òPaten sederhanaó hanya 

dilakukan pada suatu nilai kebaruan saja maka akan 

menimbulkan banyak paten -paten yang hanya memiliki 

modifikasi sangat kecil yang dimintakan dalam 

pelindung an sederhana dan sudah dapat diperkirakan 

akan menimbulkan tumpang tindih dalam perlindungan 

paten sehingga menyebabkan konflik dikalangan para 

inventor maupun pengusaha. Namun apabila perbedaan 

tersebut memiliki sifat atau fungsi yang lebih unggul 

dibandi ngkan dengan invensi atau paten sebelumnya, 

misalnya dengan konsentrasi pengisi (hidroksipropil 

selulosa) yang lebih kecil akan menghasilkan tablet 

dengan ukuran yang lebih kecil misalnya setengah dari 

tablet akan membuat pasien mudah menelan atau 

memiliki  kelarutan yang lebih cepat sehingga 

menghasilkan efek yang lebih cepat, dimana sifat atau 

fun gsi yang lebih unggul didukung.  Oleh karena itu, 

dengan m engacu kepada ketentuan yang ada dalam Pasal 

3 UU Paten, dengan tidak adanya  kriteria nilai kegunaan 

praktis  yang tertuang dalam norma pasal berdampak 

terhadap paten  yang dimohonkan pendaftarannya  

menjadi bias.  

       Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual,  menunjukan bahwa  paten yang merupakan 

penemuan baru permohonan yang diberikan pa ten hanya 

2% (dua persen) dan selebihnya adalah paten yang 

berupakan pengembangan dari paten yang telah ada 

sebelumnya . Sedangkan suatu invensi  berdasarkan UU 

Paten merupakan sebuah ide inventor yang dituangkan ke 

dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik 
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di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.   

       Apabila mengacu kepada ket entuan Pasal 3 UU 

Paten, Paten s ederhana diberikan terhadap suatu a) 

invensi yang baru , b) mengandung langkah inventif  baik 

pengembangan dari produk atau proses yang telah ada , 

dan c) dapat diterapkan dalam industri . Sedangkan , 

berdasarkan U U Paten saat in i esensi Paten sederhana 

yang ditekankan hanya terhadap syarat kebaharuan 

(novelty ). Padahal suatu paten  untuk dapat dikatakan 

memiliki kebaharuan  (novelty ) maka harus ada langkah 

teknologinya  (inventive step ), walaupun suatu p aten 

tersebut merupakan pengembangan dari produk 

sebelumnya, namun harus memiliki fungsi teknis yang 

dapat membedakan paten tersebut dengan paten yang 

lainnya 20. Dengan demikian fungsi teknis merupakan 

kriteria utama untuk dapat dikabulkannya permohonan 

pat en.  Sedangkan penilaian unsur kebaharuan sebagai 

dinyatakan dalam Pasal 3 UU Paten tersebut dalam 

prakteknya menyebabkan permohonan yang masuk 

hanya diukur unsur kebaruan saja yang dipertimbangkan 

dan tidak pada kri teria kegunaan praktisnya, akibatnya 

pate n yang daftarkan baru namun tidak terdapat 

perbedaan fungsi praktis antara Paten sederhana satu 

dengan lainnya.  

       Ketiadaan k riteria  kegunaan praktis dalam Paten 

sederhana  sebagaimana diungkapkan diatas tersebut  

disisi lain  mengakibatkan  permohonan paten paling 

banyak didaf tarkan adalah permohonan Paten s ederhana . 

Hal ini dikarenakan permohonan pendaftarannya yang 

cepat, dan dalam praktik hanya nilai kebaharuan saja. 

                                                             
20 Contoh: suatu produk A memiliki Paten Sed erhana dengan beberapa kegunaan praktis yang 

menurut masyarakat memiliki nilai praktis. Sedangkan ada inventor produk B yang juga 

memohonkan paten terhadap produknya. Dikarenakan ketiadaan perbedaan kegunaan praktis 

yang dapat membedakan keduanya maka akan  menimbulkan permasalahan sehubungan dengan 

pendaftaran yang dikabulkan permohonannya, dikarenakan keduanya sama -sama memenuhi 

syarat berdasarkan UU Paten terkait dengan Paten Sederhana.  
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Berikut daftar permohonan Paten Sederhana yang ada 

dalam Direktorat Jenderal Kekayaa n Intelektual.  

Tabel 2.2  

Jumlah Permohonan Paten  

 2017  2018  2019  

Jumlah 
Permohonan 
Paten 

Sederhana  

984  1545  573  

Permohonan 
Paten 
Sederhana 
yang 

dikabulkan  

297  164  Masih 

Proses 

Permohonan 
Paten 
Sederhana 
yang terdapat 
Konflik  

- 2 1 

 

Apabila dibandingkan  dengan permohonan sebelum UU 

Paten adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.3  

Matriks Paten yang dimohonkan dan dikabulkan  

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Jumlah 
Permohonan 
Paten 

Sederhana  

288  291  269  349  323  396  505  

Permohonan 
Paten 
Sederhana yang 

dikabulkan  

92  100  79  100  74  94  169  

Permohonan 
Paten 
Sederhana yang 

terdapat Konflik  

- 1 2 2 - - - 

 

           Data permohonan yang ada menggambarkan jumlah 

peningkatan permohonan pasca dibentukannya UU Paten.  

Oleh karena , baik dari segi proses yang mudah dan cepat, 

permohonan melalui Paten sederhana awalnya digunakan 



 

28 

untuk meningkatkan permohonan  paten . Hal ini 

dikarenakan  kriteria penilaian Paten sederhana yang 

sangat mudah dilakukan, dimana dalam kegiatan  

pemeriksaan  yang dilakukan oleh  pemeriksa adalah 

dengan melihat kepada kebaharuan, pengembangan 

proses, dan dapat diterapkan dalam industri.  

Mengakibatkan  rendahnya kriteria yang ada dalam syarat 

permohonan Pate n sederhana yang menyebabkan adanya 

paten yang didaftarkan satu dengan lainn ya tidak 

memiliki fungsi praktis yang membedakan satu dengan 

lainnya.  

           Ketentuan Paten sederhana juga diterapkan pada 

negara lain, dengan nama yang berbeda -beda tergantung 

dari hukum nasional paten setempat. Sebagai 

perbandingan  penerapaan di ne gara lain , misalkan di 

Jepang selain Paten untuk memberikan pelindungan 

penemuan canggih, juga terdapat perlindungan hukum 

terhadap utility model  yang khusus untuk penemuan yang 

merupakan inovasi yang bukan merupakan inventif, 

misalkan dalam bidang peralatan sehari -hari atau mainan, 

yang mana sebuah produk populer yang diciptakan 

dengan membuat sedikit perubahan dari produk yang 

telah ada sebelumnya. Sistem utility model  tersebut dibuat 

untuk melindungi barang -barang semacam penemuan 

sederhana yang tidak memerlukan kecanggihan teknis. Di 

Jepang, ketentuan utility model  membatasi 

perlindungannya terhadap rancangan dari suatu bentuk 

atau konstruksi dari suatu barang atau kombinasi dari 

suatu barang.  Oleh sebab itu, bahan yang dilindungi 

melalui hukum paten tidak dilindungi oleh utility model . 21 

 Berikut perbedaan Paten dengan Utility Model di Jepang.  

Tabel. 2.4  

Perbedaan Sistem Paten dan Utility Model 22 

 Paten  Utility Model  

                                                             
21 Endang Purwaningsih, Ibid , hlm.78  
22 Standart Textbook of Intelectu al Property Right in Japan, 2003, page 105, dalam Endang 

Purwaningsih, Ibid , hlm.79  
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Subjek 

Perlindungan  

Penemuan 

(ciptaan 

canggih dari 

ide teknik yang 

menggunakan 

hukum alam)  

Alat -alat 

(ciptaan dari 

ide teknik yang 

menggunakan 

yang 

menggunakan 

hukum alam/ 

dibatasi 

terhadap alat -

alat yang 

berkaitan 

dengan bentuk 

atau susunan 

dari barang, 

atau sebuah 

kombinasi  dari 

barang.  

Langkah 

Inventif  

Penemuannya 

dapat secara 

mudah dibuat 

tidak 

merupakan 

suatu yang 

mengandung 

suatu langkah 

inventif  

Alat/ perkakas 

tidak dapat 

ditolak dengan 

alasan tidak 

adanya suatu 

inventive step 

kecuali alat -

alat tersebut 

benar -benar 

mudah dibuat.  

Prosedur 

Pendaftaran  

Gambar 

dilampirkan 

apabila 

diminta  

Gambar harus 

dilampirkan.  

Pemeriksaan 

substantif  

Dilakukan  Tidak 

dilakukan  

Jangka 

waktu 

perlindungan  

20 tahun sejak 

tanggal 

permintaan 

pendaftaran  

6 tahun sejak 

tanggal 

permintaan 

pendaftaran  

Biaya yang 

dikeluarkan 

pada saat 

permintaan 

pendaftaran  

Ongkos 

permintaan 

pendaftaran 

21.000 Yen  

Ongkos filling 

14.000 Ye n 

Ongkos 

permintaan 

pendaftaran 

21.000 Yen  

Biaya yang Ongkos paen Biaya 
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dibutuhkan  selama tiga 

tahun 

dibayarkan 

dalam satu 

kali 

pembayaran 

(tidak boleh 

diangsur) 

13.000 Yen + 

1.100 Yen per 

claim) X3  

pendaftaran 

selama 3 (tiga) 

tahun 

dibaarkan 

dalam satu 

kali 

pendaftaran  

Biaya lainnya  Biaya untuk 

permintaan 

pemeriksaan 

84.300 Yen + 

2000 Yen per 

claim  

Biaya untuk 

meminta 

laporan dapat 

tidaknya suatu 

barang yang 

didaftarkan 

42.000 Yen + 

1000 Yen  

 

Selain penerapan di Jepang, berikut beberapa pengaturan 

Paten sederhana di negara lain sebagai perbandingan, 

terkait dengan penekanaan kegunaan praktis dalam Paten 

sederhana adalah sebagai berikut:  

 

EROPA  AUSTRALIA  

Pada tahun 1997, 
Komisi Eropa 
mengusulkan 
harmonisasi 
undang -undang 
model utilitas di 
semua negara Uni 
Eropa. Pada tahun 
1999, proposal 
tersebut 
diperbarui. Tidak 
ada kesepakatan 
yang dapat 
dicapai, dan pada 
tahun 2006 
proposal tersebut 

ditarik. [9]  
 
Komisi memantau 
dampak ekonomi 
dari undang -

Memberikan perlindungan untuk 
bahan, m etode, atau proses baru  
 
Persyaratan: baru, berguna, dan  
melibatkan  langkah inovatif, yaitu 
memiliki fitur berbeda dari apa yang 
diketahui sebelumnya dan 
perbedaan fiturnya memberikan 
kontribusi yang substansial pada 
kinerja atau fungsi invensi.  
Test unt uk òlangkah inovatifó 
menggunakan tes kebaruan yang 
dimodifikasi.  
 
Tidak dilakukan Pemeriksaan.  
Pemeriksaan hanya terjadi jika 

diminta oleh penerima paten, pihak 
ketiga atau komisaris paten.  
 
Dan tidak diharuskan membayar 
biaya pemeriksaan sampai diminta.  
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undang model 
utilitas.  

 
Paten diberikan jika memenuhi 
persyaratan formalitas (catatan: 
pemberian paten inovasi tidak dapat 

ditegakkan keculai diperiksa.  
 
Perlindungannya selama 8 tahun.  
 
Dapat diajukan divisional.  
Paten inovasi bisa terdiri dari 1 -5 
invensi.  
 
Paten PCT tidak bi sa berubah 
menjadi Paten Inovasi.  

JERMAN  ITALY  SPANYOL  

Utility Model  
Persyaratan: 
kebaruan  

Utility Model  
Persyaratan: 
kebaruan; 
melibatkan 
langkah 
inventif, yaitu 
mesin, 
perangkat, dll 
harus lebih 
efektif dan/atau 
lebih mudah 
digunakan 
daripada 
penemuan 
sebelumnya.  
 
Tidak mencakup 
klaim proses 
atau metode.  
 

Tidak dilakukan 
pemeriksaan 
substantif. 
Hanya 
dilakukan 
pemeriksaan 
formalitas saja.  
 
 

Utility Model  
Persyaratan: 
bersifat relatif, 
hanya 
mengungkapkan 
secara tertulis 
terhadap 
kebaruan invensi 
yang di klaim.  

CHINA  MALAYSIA  KOREA  

Utility Model  
 

"Utility model" 
berarti setiap 
solusi teknis baru 
yang berkaitan 

Utility Model / 
Utility 

Innovation  
 
Persyaratan : 
Kebaruan. Dan 

Utility Model  

 

Penciptaan ide -
ide teknis 
memanfaatkan 
hukum alam, 
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dengan bentuk, 
struktur, atau 
kombinasinya, 
dari suatu produk, 

yang cocok untuk 
penggunaan 
praktis.  
 
Persyaratan:  
Memiliki fitur 
substantif yang 
memberikan 
kontribusi.  
Memiliki langkah 
inventif sedikit 
lebih rendah 
dibanding Paten 

Invensi.  
Test: dapat 
menggabungkan 
paling banyak 2 
penemuan 
sebelumnya untuk 
mengantisipasi 
langkah inventif 
(kalau Paten biasa 
dapat lebih dari 2 
dokumen 
pembanding).  
 
 
 
Paten PCT dapat 
berubah menjadi 
Utility Model.  
 

Perlindungan 10 
th.  
 
Hanya klaim 
produk fisik saja.  
 
Dilakukan 
pemeriksaan 
pendahuluan 
hingga diberi 
paten.  
 
Jumlah klaim 
tidak dibatasi.  

dapat  diterapkan 
di industri. 
Fungsional.  
Tidak ada 

persyaratan 
langkah inventif.  
 
Dilakukan 
pemeriksaan 
substantif. Ada 2 
macam 
Pemeriksaan 
Substantif: yaitu 
Pemeriksaan 
Substantif 
Modifikasi atau 
Normal. 

Pemohon dapat 
memilih jenis 
pemeriksaan 

yang diajukan.  

Pemeriksaan 
Substantif yang 
Dimodifikasi: Ini 
adalah 
pemeriksaan 
yang 
disederhanakan. 
Persyaratan 
substantif 
tentang 
kebaruan dan 
penerapan 
industri 
dianggap telah 
dipenuhi 
asalkan aplikasi 
Malaysia sesuai 
dengan inovasi 
utilitas asing 
yang 
membentuk 
dasar  untuk 
pemeriksaan 
yang 
dimodifikasi.  

Pemeriksaan 
Substantif 

Normal: aplikasi 
akan diperiksa 
kepatuhannya 
akan semua 

yang berkaitan 
dengan bentuk 
atau struktur 
artikel atau 

kombinasi dari  

artikel dan dapat 
diterapkan 
secara industri.  
 
Tidak ada 
pemeriksaan 
substantif 
mengenai 
kebaruan, 
langkah inventif, 
atau penerapan 

industri di bawah 
sistem non -
pemeriksaan, 
akan ada 
pemeriksaan 
persyaratan 
dasar untuk 
menghindari dan 
menghilangkan 
unsur -unsur 
irasion al 
minimum dalam 
aplikasi sebelum 

pendaftaran.  
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persyaratan 
substantif dan 
formalitas.  
 

Hanya diberikan 
untuk 1 klaim 
per permohonan.  
 
Perlindungan 
selama 10 th, 
dan dapat 
diperpanjang 
sampai 
maksimal 20 th 
dengan 
menunjukkan 
bahwa Utility 

Model tersebut 
digunakan atau 
diterapkan di 
Malaysia.  

  

Secara umum, dibandingkan dengan paten, sistem 

Paten sederhana  ataupun lazimnya di Jepang disebut 

dengan utility model , tidak memerlukan persyaratan yang 

ketat (misalnya, tingkat langkah inventif yang lebih  

rendah), memiliki prosedur yang lebih sederhana dan 

menawarkan jangka waktu perlindungan yang lebih 

pendek. Dirancang terutama untuk menanggapi 

kebutuhan inovator lokal, persyaratan dan prosedur untuk 

mendapatkan perlindungan dan durasi perlindungan 

berva riasi dari satu negara ke negara lain. Kebijakan yang 

diambil oleh suatu negara disesuaikan dengan 

permasalahan yang  ada dari masing -masing negara.  

b.  Pengembangan dari produk atau proses yang telah 

ada  

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Paten, 

menyatakan bahwa suatu Paten sederhana diberikan 

untuk setiap  invensi baru , pengembangan dari produk 

atau proses yang telah ada , dan dapat diterapkan dalam 

industri . Namun, ketentuan Paten Sederhana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  tersebut pada  

praktiknya  menimbulkan kontradiksi/kerancuan 
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dikarenakan kriteria épengembangan produk atau proses 

yang adaésangat sulit dilaksanakan  untuk dilakukan  

penilaiannya.  

Suatu k riteria patentabilitas pengembangan dari 

produk atau proses yang telah ada pada dasarnya 

diperuntukkan untuk kriteria òinvensió terhadap semua 

jenis paten , baik Paten dan  Paten sederhana. Jika melihat 

kembali definisi dalam UU Paten  tersebut  dinyatakan 

bahwa , paten diberikan untuk semua jenis invensi bidang 

teknologi baik yang  berupa  produk at au proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses . 

Ketentuan tersebut  dapat diartikan bahwa invensi baik 

yang berupa pengembangan dari produk atau proses yang 

telah ada juga dapat diberikan perlindungan òPatenó 

ataupun òPaten sederhanaó. Dengan demikian ketentuan 

òpengembangan dari produk atau proses yang telah ada ó 

tidak dapat dijadikan suatu kriteria patentabilitas baik 

Paten maupun Paten sederhana. Selain itu , kriteria 

patentabilitas Paten sederhana òpengembangan dari 

produk atau proses  yang telah ada ó yang ditetapkan 

dalam UU Paten juga tidak dapat membedakan apakah 

suatu invensi dapat diberikan perlindungan dalam bentuk 

òPatenó ataupun òPaten sederhanaó 

Apabila mengacu dalam  prakteknya, sejak 

diberlakukan UU Paten , kriteria òpengembang an dari 

produk atau proses yang telah ada ó tidak dapat digunakan 

untuk menilai apakah suatu invensi yang didaftarkan 

melalui permohonan Paten sederhana tersebut  

merupakan  pengembangan dari produk atau proses yang 

telah ada  atau bukan . Hal ini  di karena kan  pada 

umumnya  setiap  invensi yang didaftarkan untuk 

dimintakan perlindungan Paten sederhana merupakan  

invensi yang telah ada sebelumnya, dengan mod ifikasi 

kecil yang dapat memenuhi unsur  sebagai 

òpengembangan dari produk atau proses yang telah ada ó.  
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Hal ini diakui oleh Pemeriksa Paten yang mengakui 

bahwa s ejak diberlakukan UU Paten , Pemeriksa Paten 

dalam menilai patentabilitas dari permohonan Paten 

sederhana hanya menggunakan dua kriteria 

patentabilitas yaitu kriteria òkebaruanó dan kriteria òdapat 

ditera pkan dalam industrió. Dengan demikian esensi yang 

ditekankan pada penilaian permohonan paten sederhana 

hanya syarat kebaharuan ( novelty ) saja .  

Paten sederhana sebenarnya bukanlah òPatenó 

melainkan òLike Patent ó atau òSeperti Patenó. Paten 

Sederhana adalah  suatu rezim pelindungan Kekayaan 

Intelektual òkhas Indonesiaó yang dimaksudkan untuk 

mendorong pekembangan inovasi di  bidang teknologi di 

Indonesia. Pada UU Paten sebelumnya yaitu UU Paten No. 

13/1997 dan UU Paten No. 14/2001 Paten sederhana 

hanya diperun tukan untuk melindungi invensi yang  

berupa produk atau alat atau proses sederhana yang 

memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh 

bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya , 

namun untuk mengakomodir seluruh perlindungan 

teknologi sederhan a yang biasa dikenal dengan òTeknologi 

Tepat Gunaó dan dalam rangka mendorong inovasi serta 

meningkatkan perlindungan bagi kekayaan intelektual di  

bidang teknologi masyarakat Indonesia maka pengaturan 

Paten  sederhana diubah dalam UU Paten No. 13/2016 

yang  mengatur bahwa perlindungan Paten sederhana 

diperuntukan untuk semua jenis invensi dibidang 

teknologi yang memenuhi kriteria baru, mengandung 

langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.   

Maksud dan tujuan dari pengaturan Paten sederhana 

seperti  yang termaksud dalam UU Paten mengalami 

peningkatan luar biasa terhadap  jumlah permohonan 

Paten sederhana dalam negeri . Dengan demikian, 

peningkatan permohonan Paten sederhana dalam negeri  

tersebut  dapat diindikasikan telah terjadi peningkatan 

inovasi di  bidang teknologi dalam negeri . Data 
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perbandingan jumlah permohonan Paten dan Paten 

sederhana dapat dilihat dari tabel di  bawah ini:  

Tabel : 2.5  

Perbandingan Jumlah Permohonan Paten  

     

Tahun  

Permohonan Luar Negri  Permohonan Dalam Negri  Total Permohonan  

Paten  Paten 

Sederhana  

Paten  Paten 

Sederhana  

Paten Paten 

Sederhana  

Jml  % Jml  % Jml  % Jml  % 

2018  8302  89 37 7 1451  11 1545  93 9754  1582  

2017  7400  84 122  12 1410  16 862  88 8810  984  

2016  7652  88 109  22 1072  12 396  78 8724  505  

2015  7446  88 119  30 1027  12 277  70 8473  396  

2014  7317  91 108  33 709  9 215  67 8026  323  

2013  6131  82 115  33 1321  18 234  67 7452  349  

2012  5471  81 52 19 1287  19 217  81 6758  269  

2011  4893  83 57 20 993  17 234  80 5886  291  

2010  4601  83 39 14 932  17 249  86 5533  288  

2009  3765  83 38 14 781  17 243  86 4546  281  

2008  4263  83 41 16 860  17 210  84 5123  251  

 

        Tabel di  atas, menunjukan bahwa telah terjadi 

kenaikan jumlah permohonan Pate n sederhana dalam 3 

(tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2018, dimana 

terjadi kenaikan yang signifikan dalam penerimaan Paten 

sederhana sepanjang tahun 2016, 2017, dan 2018. Grafik 

peningkatannya dapat dilihat gambar grafik dibawah ini:  
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Gambar 2.1 

Grafik Kenaikan Permohonan Paten Sederhana Tahun 

2008 hingga bulan Juli 2018  

 

 

       Dari data yang disajikan pada 2 (dua) tabel di atas, 

sepanjang periode tahun 2008 -2016 jumlah Paten 

sederhana berada di  bawah 390 permohonan dengan 

kenaikan per tahun hanya sebesar 15% hingga 29% (data 

Paten sederhana tahun 2008 -2009 dan 2014 -2015). 

Namun setelah tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2018, 

jumlah permohonan Paten sederhana meningkat secara 

signifikan dua  hingg a empat  kali lipat dari sebelumnya, 

yaitu 118% hingga 290% (data paten sederhana tahun 

2016 -2017 dan 2016 -2018).  

       Jika dibandingkan, jumlah Paten sederhana 

dibandingkan dengan jumlah permohonan Paten biasa 

dari data tahun 2008 sampai 2015 hanya sebes ar 3.7% 

hingga 4.9%, sedangkan dari data tahun 2016 sampai 

bulan Juli tahun 2018 meningkat sebesar 5.2% hingga 

15.8%.  Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan Paten 

sederhana dalam UU Paten No. 13/2016 yang 

diberlakukan sejak tanggal 26 Agustus 2016 memberikan  

dampak peningkatan jumlah permohonan Paten 

sederhana.  Kenaikan jumlah Paten sederhana di Indonesia 
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dapat memperkaya perkembangan inovasi di Indonesia 

dan dapat memperbesar jumlah  permohonan Paten dalam 

negeri terhadap Paten yang didominasi oleh Paten PCT  dari 

luar negeri.  

       Salah satu penyebab kenaikan jumlah permohonan 

Paten sederhana adalah ketentuan dalam UU Paten No. 

13/2016  Pasal 3 bahwa Paten sederhana diberikan untuk 

setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau 

proses yang telah ada, dan  dapat diterapkan dalam 

industri. Dalam Pasal 3 tersebut tidak ada ketentuan. 

Disamping itu, dalam penjelasan Pasal 3, disebutkan 

bahwa Paten sederhana dapat diberikan untuk semua 

jenis invensi, yaitu berupa produk yang meliputi alat, 

barang, mesin, kompos isi, formula, penggunaan, senyawa 

atau sistem, juga proses atau metode.  

       Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa sejak berlakunya 

UU Paten No. 13/2016 yang memperbolehkan semua jenis 

invensi untuk dimintakan perlindungan Paten Sederhana 

terjadi pening katatan yang luar biasa. Dimana pada tahun 

2016 jumlah total permohonan Paten Sederhana 

meningkat sebanyak 505 permohonan dengan 

permohonan lokal sebanyak 396 dan pada tahun 2017 

jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat dimana jumlah 

total permohonan Paten Sederhana meningkat sebanyak 

984 permohonan dengan permohonan lokal sebanyak 864 

yang selanjutnya ditahun 2018 jumlahnya kembali 

meningkat luar biasa dimana jumlah total permohonan 

Paten Sederhana mencapai 1582 permohonan dengan 

permohonan lokal sebanyak 1 545. Hal ini jelas 

membuktikan secara nyata bahwa penelitian dan 

pengembangan teknologi yang dilakukan di Indonesia 

masih merupakan òBasic Research /Penelitian Dasaró, 

dimana teknologi yang dikembangkan adalah teknologi 

sederhana yang biasa disebut òTeknologi Tepat Guna/TTGó 

yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat didaerah -

daerah. Melihat trend yang ada berdasarkan data dari 
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database tersebut maka akan diperkirakan bahwa 

permohonan Paten Sederhana lokal akan terus meningkat 

hingga jumlahnya dapat men yaingi jumlah permohonan 

paten dari luar negeri dalam 5 tahun ke  depan. Oleh 

karena itu , dalam rangka mendorong inovasi dalam negeri 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya 

Direktorat Paten akan tetap memberikan perlindungan 

òPaten sederhanaó untuk semua jenis invensi baik berupa 

alat sederhana, produk, metode, proses maupun 

komposisi dan lainnya.  

       Sebuah Paten pada dasarnya merupakan suatu 

strategi bisnis, dimana untuk melaksanakan kepentingan 

bisnis tersebut seorang  inventor akan melindu ngi 

òKekayaan Intelektualnya di bidang Teknologió dalam 

bentuk  Paten atau dengan Paten Sederhana. Dalam 

praktiknya, demi kepentingan bisnis tersebut  banyak para 

pemohon ataupun inventor lebih menyukai atau memiliki 

untuk melindungi kekayaan intelektualnya di bidang 

teknologi  dalam bentuk òPaten sederhanaó. Hal ini 

dikarenakan prosesnya yang mudah dan cepat sehingga 

memberikan kepastian hukum untuk memastikan rencana 

bisnis kedepannya. Namun , adanya ketentuan kriteria 

òpengembangan produk atau proses yang adaó dalam UU 

Paten justru menimbulkan kerancuan , dimana banyak 

invensi yang pada dasarnya sama (karakteristiknya) tetap 

diberikan pelindungan Paten sederhana . Hal itu 

dikarenakan ketentuan kriteria òpengembangan produk 

atau proses yang adaó tidak dapat membedakan apakah 

invensi tersebut seharusnya didaftarkan dalam bentuk 

pelindungan òPatenó atau òPaten sederhanaó. Kerancuan 

yang disebabkan oleh ketentuan kriteria òpengembangan 

produk atau proses yang adaó dalam UU Paten 

menyebakan suatu inv ensi yang sama dapat diberikan 

dalam dua perlindungan sekaligus yaitu perlindungan 

òPatenó atau òPaten Sederhanaó. 
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       Apabila dilakukan p erbandingan dan analisa Paten 

sederhana di  luar negeri dan kondisi masyarakatnya . 

Salah satu contohny a adalah sistem paten  di  India , 

dimana dalam sistemnya tidak ada Paten sederhana atau 

yang lebih dikenal dengan òutility model ,ó tetapi terdapat 

òPatent Addition ó, yang ditujukan untuk suatu invensi 

yang memiliki sedikit modifikasi dan  memiliki kebaruan 

dari invensi  sebelumnya yang telah dimiliki, baik yang 

sedang atau yang telah mendapatkan Paten. 23  

       India merupakan negara  yang sangat  berkembang  

dalam bidang penemuan , dimana banyak perusahaan 

pemula yang menghasilkan suatu penemuan yang 

mungkin inovatif tetapi tidak memiliki kriteria langkah 

inventif  apabila mengacu terhadap sistem pattent addition  

tersebut . Dalam k ondisi  seperti tersebut  seharusnya 

konsep model utilit as atau Paten sederhana merupakan 

pelindungan yang paling tepat  untuk diberikan . Akan 

tetapi, karena tidak adanya sistem model utilitas di India, 

sebagian besar perusahaan di India yang merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi,  banyak 

meng hasilkan penemuan yang inovatif namun  tidak dapat 

diberikan P aten  ataupun Paten sederhana . Akibatnya 

invensi  tersebut sering ditiru ide penemuannya dalam 

persaingan bisnis yang dihadapi, selain itu  kondisi 

tersebut juga mendorong  terjadi nya  praktik pasar y ang 

tidak adil dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 24 

Dari contoh kasus yang terjadi di India yang telah 

diuraikan pada paragraf di atas , dalam rangka 

memfasilitasi invensi sederhana yang dihasilkan 

masyarakat Indonesia baik dari kalangan industri, 

akademisi maupun litbang, maka sudah seharusnya Paten 

sederhana pada semua jenis invensi tetap dipertahankan 

                                                             
23 FREQUENTLY ASKED QUESTIONSPATENTS; Office of CGPDTM, INDIA, 2017.  
24 India: Does Establishment of Utility Model make sense?; 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8993fb2 -d10d -477f -bdd6 -66af84c33b2a ; 15 

Februari 2018  

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8993fb2-d10d-477f-bdd6-66af84c33b2a
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di  samping untuk meningkatkan jumla h permohonan 

Paten di Indonesia.   

       Dengan melihat perkembangan inovasi yang begitu 

pesat, Indonesia perlu memberikan fasilitas perlindungan 

terhadap inovasi tersebut melalui sistem Paten Sederhana. 

Dengan sistem yang komprehensif ini, diharapkan  dapa t 

mengisi kesenjangan antara invensi yang dapat 

dipatenkan dengan invensi yang tidak dapat dipatenkan, 

namun harus ditegakkan dalam struktur hukum yang 

kondusif bagi perekonomian dan industri domestik serta 

sektor akademisi dan sektor litbang di Indonesia.  Paten 

sederhana, ketika diterapkan, harus bertujuan untuk 

melengkapi sistem Paten dan justri tidak menguranginya , 

sehingga sistem Paten sederhana dapat memfasilitasi 

aliran inovasi dan kreativitas di dalam negeri untuk 

membawa negara Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi 

dalam hal inovasi dan ekonomi.  

      Kondisi tersebut kiranya harus diperhatikan oleh 

pengambil kebijakan, dikarenakan dari segi non 

substantif, suatu Paten sederhana memiliki keunggulan 

yaitu lebih efisiensi dari segi waktu, baik kemudah an 

untuk mendaftarkan paten, waktu permohonan yang 

cepat, kualifikasi paten sederhana yang rendah menjadi 

salah satu keuntungan bagi pemegang paten untuk 

memohonkan patennya melalui Paten sederhana.  

c.  Penerapan  Paten sederhana dalam Paten farmasi  

        Terhadap perlakukan penerapan Paten sederhana 

untuk produk farmasi kiranya perlu mendapatkan 

perlakukan khusus tertentu terhadap kriteria paten baik 

biasa maupun sederhana. Di Indonesia, umumnya 

industri dalam bidang farmasi merupakan industri hulu  

yang terkait dengan paten sediaan obat. Kondisi tersebut 

mempertimbangkan eksistensi Pasal 167 UU Paten saat 

ini membolehkan dilakukannya tindakan  impor tanpa 

keperluan perizinan sepanjang telah secara sah 
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diperdagangkan, guna menghindari kelangkaan obat , hal 

ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi 

oleh pihak lain setelah berakhirnya masa pelindungan 

Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar 

dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses 

perizinan dalam huruf ini adalah proses unt uk 

pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk 

farmasi pada instansi terkait. 25  Dengan diperbolehkannya 

tindakan impor  tersebut, maka Paten sederhana ini adalah 

tempat industri tersebut mendaftarkan paten terkait 

sediaan -sediaan obat  untuk meme nuhi ketersediaan obat -

obatan .  

       Konsep  Paten sederhana dalam Pasal 3 UU Paten  

merupakan  khas Indonesia  untuk mengembangkan 

kepada perlindungan yang bukan kasat mata ( tangible ) 

melainkan kasat mata sekalipun ( intangible ). Namun , 

ketentuan ini harus memperhatikan kerugian penerapan/ 

dampaknya bagi Indonesia untuk juga menerapkan 

konsep tersebut bagi permohonan yang berasal dari 

negara lain apabila konsep ini dilonggarkan, baik melalui 

PCT ataupun tidak melalui PCT. Oleh karena itu , harus 

dipertimbangkan bukan hanya statistik permohonan saja 

melainkan juga harus dipertimbangkan nilai dari suatu 

paten tersebut. Namun apabila akan didorong untuk 

melakukan penyempurnaan, maka p erlu diubah dengan 

menambahkan kriteria baru yang dapat men gakomodir 

kebutuhan saat ini, khususnya dalam bid ang industri 

farmasi.  

d.  Kondisi yang diharapkan  dalam pengaturan 

kedepannya terhadap permasalahan  Paten 

sederhana  

       Perubahan UU Paten t etap membuka Paten 

sederhana untuk semua invensi, dengan menetapkan  

suatu kriteria dengan nilai keunggulan yang lebih baik 

dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini p erlu 

                                                             
25 Penjelasan Pasal 167 UU Paten  
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dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada agar 

permohonan paten yang dikabulkan tetap memenuhi 

kualifikasi yang unggul dan memiliki nilai ekonom i untuk 

dapat diterapkan  dalam dunia industri dengan 

menambahkan kriteria keunggulan tertentu òkegunaan 

praktisó namun dengan tetap memperhatikan kebutuhan 

inovasi dalam Paten sederhana khususnya untuk industri 

farmasi .  

      Untuk mengatasi kondisi terse but, pemberian Paten 

sederhana kiranya  tetap menjaga terwujudnya  persaingan 

usaha yang sehat pada pasar produk paten yang 

dikomersialisasikan . Maka , agar dapat mengukur 

kualifikasi pembeda satu dengan lainnya , perlu dipertegas  

kualifikasinya  dengan menegas kan òkegunaan praktisó 

pada setiap produk Paten sederhana, baik paten tersebut 

dalam bentuk produk berupa mekanik, elektro, maupun 

farmasi.  

       Dengan demikian , terkait dengan Pasal 3 UU Paten 

yang ada pada saat ini diusulkan untuk disempurnakan 

kembali pengaturannya dengan menambahkan adanya 

ketentuan  kriteria kegunaan praktis  sebagai kriteria 

utama dari pemberian Paten sederhana , disamping 

adanya kriteria  yang  dipersyaratkan . Selain itu , 

menghapuskan kriteria pengembangan produk/proses  

sebagaimana yang terdapat dalam kriteria di Pasal 3 UU 

Paten. Sehingga unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 UU Paten tersebut hanya memiliki 3 (tiga) unsur 

berupa, òBaruó- òKegunaan Praktisó ð òDapat diterapkan 

dalam industrió. 

       Namun, harus diperhatikan bahwa kegunaan praktis 

itu dalam setiap bagian paten berbeda -beda, dimana 

untuk produk berbeda dengan produk lainnya, dan ciri 

khusus yang praktis untuk produk kasat mat a (intangible ) 

umumnya produk farmasi sangat sulit untuk diukur. 

Untuk Paten sederhana pada produk farmasi kiranya 

perlu mendapatkan perlakukan khusus tertentu terhadap 
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kriteria Paten biasa maupun Paten sederhana. Hal ini 

dikarenakan d i Indonesia, umumnya industri dalam 

bidang farmasi merupakan industri hulu yang terkait 

dengan paten sediaan obat. Selain kemudahan untuk 

mendaftarkan paten, baik dari segi waktu permohonan 

yang cepat, kualifikasi Paten sederhana yang rendah 

menjadi salah satu keuntungan bagi pemegang paten 

untuk memohonkan patennya melalui Paten sederhana.  

       Oleh karena itu, perlu dipertegas kualifikasi  

kegunaan praktis  pada paten produk farmasi dengan 

menetapkan tolak ukur kegunaan praktis adalah berupa 

alternatif k esediaan obat dipasaran  sebagai ukuran 

kegunaan praktisnya . Hal ini mempertimbangkan i nvensi 

yang masuk dalam bidang farmasi khususnya produk 

farmasi lokal adalah invensi dalam bidang sederhana, 

misalkan ekstrak, yang bertujuan menghindari monopoli 

dipasar  dan menambah ketersediaan obat di  pasar. 

Parameter kegunaan praktis itu harus mem iliki perbaikan 

keunggulan . Oleh karena itu, perlu menambahkan 

kualifikasi kriteria khusus òkegunaan praktisó untuk 

suatu paten sederhana pada produk farmasi .  

 

2.  Invensi tehadap Program Komputer  

       Kemajuan industri teknologi saat ini khususnya terkait 

dengan program komputer  yang diterapkan baik dalam bentuk 

aplikasi teknologi yang kompatibel dengan komputer atau pada 

tel epon pintar ( smart phone ) yang canggih merupaka n suatu 

kebutuhan industri teknologi yang berkembang saat ini. 

Dimana, inovasi teknologi tersebut membantu manusia dalam 

kehidupan sehari -hari termasuk dalam bisnis, yang 

memberikan berbagai kemudahan secara efektif dan efisien. 

Sejalan dengan hal tersebut , pemerintah Republik Indonesia 

mendorong lahirnya sumber daya manusia yang kreatif, 

inovatif dan berdaya saing serta adaptif terhadap 

perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang dapat bermanfaat 

terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, serta 
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mendukung indu strialisasi yang produktif. Salah satu yang 

terkait dengan tujuan tersebut adalah terkait dengan 

perkembangan invensi terhadap program komputer ( computer 

programe ). Hal tersebut dapat ditunjukan dengan data 

permohonan paten sebagai berikut:  

 

Tabel 2.6 

Permohonan Paten Program Komputer  

 

Data Jumlah Paten Elektro terkait Program Komputer Tahun 2016 -
2019  

 

       

klasifikasi / filing 
date  

2016  2017  2018  2019    

G06C  0 1 0 0   

G06D  0 0 0 0   

G06E  1 0 2 0   

G06F  193  218  363  224    

G06G  0 2 0 0   

G06J  0 0 0 0   

G06K  59  53  98  48    

G06M  1 4 4 1   

G06N  18  13  7 12    

G06Q  104  126  218  132    

G06T  33  43  48  25    

TOTAL  409  460  740  442    

TOTAL 
KESELURUHAN  

2051    

 

Berdasarkan data diatas, sepanjang tahun 2016 -2019 

terdapat permohonan Paten elektro pada program kom puter 

dalam jumlah yang relatif cukup banyak. Hal ini sangat 

kontras dengan ketentuan norma terkait dengan program 

komputer dalam UU Paten. Dimana, b erdasarkan UU Paten 

saat ini, dalam Pasal 4 huruf d menyatakan bahwa suatu 

invensi tidak mencaku p suatu aturan dan metode yang berisi 

program komputer.  

Ketentuan Pasal 4 huruf d UU Paten pada dasarnya 

memberikan batasan , apakah suatu penemuan (invensi) 

dapat diberikan paten atau tidak. Dimana, berdasarkan 
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ketentuan norma Pasal tersebut dapat dimakna i setiap 

program komputer tidak dapat diberikan perlindungan paten. 

Namun, ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 huruf d  UU 

Paten 26 justru memberikan norma yang bertolak belakang 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf d . Ketentuan tersebut  membuka (memberikan norma) 

pengecualian terhadap batasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal, dengan menyatakan apabila program komputer 

tersebut mempunyai karakter (instruksi -instruksi) yang 

memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan 

penyelesaian ma salah baik yang berwujud (tangible) maupun 

yang tak berwujud (intangible) merupakan invensi yang dapat 

diberi paten.  

       Perkembangan teknologi komputer ini mengalami 

perkembangan  yang pesat pada saat ini , dimana teknologi 

komputer pada  program kompute r tersebut telah mengalami 

pengembangan dengan melahirkan program yang  mempunyai 

karakter (instruksi -instruksi) yang memiliki efek teknis dan 

perpaduan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah 

baik yang berwujud maupun yang tak berwujud merupakan 

Inv ensi yang dapat diberi paten. 27  

       Permasalahan mengenai program komputer  ini menjadi 

isu yang  mengarah kepada industri  bidang  teknologi, apabila 

masih dilindungi melalui hak paten  saat ini , maka  

perlindungannya menjadi lebih  sempit kepada algoritma, dan 

                                                             
26 Penjelasan Pasal 4 huruf d yang dimaksud dengan dengan "aturan dan  metode yang hanya 

berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki 

karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut 

mempunyai karakter (instruksi -instruksi) yang memiliki  efek teknis dan fungsi untuk 

menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud 

(intangible) merupakan Invensi yang dapat diberi paten. Contoh Invensi yang dapat diberi paten: 1. 

Algoritma adalah metode efektif dieksp resikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi -instruksi 

yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah 

kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi -instruksi tersebut menjelaskan sebuah 

komputasi yan g, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi 

dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti di kondisi akhir. Transisi 

dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik; beberap a algoritma, dikenal 

dengan algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak). 2. Pengenkripsian informasi dengan 

cara pengenkodean dan pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca 

oleh pihak lain.  
27 sebagai contoh: dimana perusahaan Sam sung menjadikan layar telpon seluler sebagai fokus 

pengembangannya di masa depan dengan berbagai aplikasi dalam sebuah ponsel melalui layar 

ganda, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180108105003 -185 -267350/paten -ungkap -

desain -ponsel -masa -depan -samsung , 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180105155625 -185 -266997/ikuti -iphone -x-

samsung -bikin -cipset -dengan -kecerdasan -buatan   

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180108105003-185-267350/paten-ungkap-desain-ponsel-masa-depan-samsung
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180108105003-185-267350/paten-ungkap-desain-ponsel-masa-depan-samsung
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180105155625-185-266997/ikuti-iphone-x-samsung-bikin-cipset-dengan-kecerdasan-buatan
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180105155625-185-266997/ikuti-iphone-x-samsung-bikin-cipset-dengan-kecerdasan-buatan
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bukan pada idenya , hal ini juga akan terkait dengan 

pengembangan lanjutan dari program komputer tersebut 

yang bukan hanya sekedar aplikasi melainkan teknologi 

kecerdasan buatan atau yang lazin disebut dengan artificial 

intelegent . Oleh karena itu, i de yang diwujudkan  ini perlu 

diberikan paten, dengan demikian  seharu snya program 

komputer bisa diberikan paten, bukan program untuk 

menjalankan komputer  (program for computer ).  

       Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

d UU Paten tidak member ikan rumusan yang jelas terhadap 

norma yang seharusnya jelas dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. 28 

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ilmu 

perundang -undangan suatu isi penjelasan seharusnya tidak 

boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam 

batang tubuh peraturan perundang -undangan serta tidak 

boleh memperluas atau menambah norma y ang ada dalam 

batang tubuh, 29 selain itu suatu rumusan penjelasan tidak 

boleh menggunakan rumusan yang isinya memuat 

perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan 

perundang -undangan. 30  

        Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta 

bisnis yang membutuhkan adanya perlindungan teknologi 

khususnya melalui paten, kiranya ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam penjelasan diangkat menjadi suatu norma 

yang akan membolehkan permohonan paten  terhadap 

program komputer dengan syarat tertentu sebagaimana 

terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang 

menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat 

diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai 

karakter (instruksi -instruksi ) yang memiliki efek teknis dan 

fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang 

                                                             
28 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf f dan penjelasannya  
29 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang -undangan proses dan teknik pembentukannya, 

dikembangkan dari perkuliahan Prof Dr. A. Hamid S. Atamimi, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 

145.  
30 UU No. 12 Tahun 201, Lampiran II angka 178  
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berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) 

merupakan invensi yang dapat diberi paten.  

        Sebagai perbandingan penerapannya di negara lain. 

Penerapa n di Eropa, b erdasarkan European Patent 

Convention (EPC) yang diadopsi dalam regulasi penerapan 

Paten di negara -negara Eropa, dalam Part 11 tentang 

Substantive Patent, Chapter 1 Patentability, Article 52. 

Tentang Patentable Inventions, program computer tid ak 

termasuk dalam Paragraf 1 Article 52 yang menjelaskan 

bahwa :  

òEuropean patents shall be granted for any inventions 
which are susceptible of industrial application, which are 
new and which involve an inventive step. ó Diperjelas 
dalam Paragraf 2 bahwa :  òThe following in particular 
shall not be regarded as inventions within the meaning of 
paragraph 1 :  
1. discoveries, scientific theories and mathematical 
methods;  
2. aesthetic creations;  
3. schemes, rules and methods for performing mental 
acts, playing games or d oing business, and programs 

for computers ; 
4.  presentations of information ó 
 
Namun, penjelasan lebih lanjut dijelaskan melalui 

ketentuan Paten di Swedia berdasarkan Article  tersebut yang 

menyebutkan bahwa penemuan atau invensi yang bersifat 

teknis yang mencak up metode bisnis atau yang bisa 

dijalankan oleh sebuah s istem utuh dalam komputer atau 

program komputer dapat dipatenkan yang harus tetap 

tentunya memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif dan 

penerapan industri. Dengan kata lain, hal tersebut harus 

merupakan solusi teknis untuk masalah dan membuat 

kontribusi teknis yang belum pernah ada dalam kaitannya 

dengan teknologi yang sudah dikenal.   

Istilah program komputer melalui EPC memiliki arti 

yang beragam, pertama , sebagai metode untuk memecahkan 

masala h matematis dan masalah logis suatu algoritma, dan, 

kedua , sebuah prosedur untuk menjalankan atau yang 

dapat dijalankan oleh sebuah komputer . Oleh karena itu,  

yang masuk dalam pengecualian program komputer tidak 
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dapat dipatenkan adalah pengertian pertama, dalam artian, 

subjek hukum tidak dapat mempatenkan sebuah rumus 

algoritma matematika, tetapi jika suatu algoritma digunakan 

dalam konteks teknis atau solusi teknis yang menggunakan 

algoritma dapat dipatenkan.   

Sedangkan Program komputer dalam arti yang kedua  

tersebut  sebagai prosedur untuk pelaksanaan program di 

komputer, dinilai sebagai prosedur lain dan oleh karenanya 

dapat dipatenkan. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan 

paten untuk tautan program komputer ke solusi teknis atau 

fungsi, metode, atau pr oses yang merupakan hasil dari 

program yang dijalankan di komputer, yang dalam arti lain 

program komputer yang mengontrol proses fisik atau 

memproses sinyal fisik dapat dipatenkan. 31 Kesulitan dalam 

mempatenkan program komputer dalam hal ini dijelaskan di 

website World Intellectual Property Organization (WIPO), 

mereka menegaskan bahwa :32  

 òSecondly, in order to obtain a patent, an invention must 
not be obvious to a person skilled in the art having regard 
to the prior art.  It is not enough that the claimed invention 
is new, i. e., that it is different from what exists in the 
state of the art.  But the difference between the claimed 
invention and the existing state of the art should be 
significant and essential to the invention. Therefore, it is 
most likely t hat it will not be possible to obtain a patent 
for a software -related innovation that simply replaces 
existing technical and physical solutions with the same 
solutions using software and a computer, insofar as such 
a replacement would be obvious to an aver age engineer in 

the relevant technical field. ó  

Kondisi yang diharapkan  dalam pengaturan paten 

kedepannya untuk program komputer  

        Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, 

seharusnya kriteria paten untuk program komputer kiranya 

dapat diberikan paten . Pemberian tersebut tentu saja  dengan 

kualifikasi tertentu  yang memperhatikan perkembangan saat 

ini yang normanya memberikan kriteria pembeda yang tegas 

dan tidak multitafsir yang tertuang dalam norma UU Paten.  

                                                             
31

 https://www.prv.se/en/patents/applying-for-a-patent/before-the-application/what-cannot-be-patented/software-
apps-and-business-methods/) 
32

 (https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html) 

https://www.prv.se/en/patents/applying-for-a-patent/before-the-application/what-cannot-be-patented/software-apps-and-business-methods/
https://www.prv.se/en/patents/applying-for-a-patent/before-the-application/what-cannot-be-patented/software-apps-and-business-methods/
https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html
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         Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ilmu 

perundang -undangan  yang ada  seharusnya kualifikasi norma 

untuk program komputer dituangkan secara tegas di dalam 

norma pasal dan bukan pada penjelasan.  Dengan demikian 

norma yang akan membolehkan permohonan paten terhadap 

pro gram komputer dengan syarat tertentu sebagaimana 

terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d yang menyatakan 

suatu paten terhadap program komputer dapat diberikan 

apabila program komputer tersebut mempunyai karakter 

(instruksi -instruksi) yang memiliki efek t eknis dan fungsi 

untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang 

berwujud ( tangible ) maupun yang tak berwujud ( intangible ) 

merupakan Invensi yang dapat diberi paten menjadi 

kualifikasi norma yang diluar ketentuan  Pasal 4 UU Paten, 

sehingga tidak pada kua lifikasi paten yang tidak diberikan 

paten.  

        Dengan demikian , ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam penjelasan  Pasal tersebut  diangkat menjadi suatu 

norma yang akan membolehkan permohonan paten terhadap 

program komputer dengan syarat tertentu , sebagai mana 

terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang 

menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat 

diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai 

karakter (instruksi -instruksi) yang memiliki efek teknis dan 

fungsi untuk menghasilkan  penyelesaian masalah baik yang 

berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) 

merupakan invensi yang dapat diberi paten.  Perubahan 

dilakukan dengan Menghapus òketentuan aturan dan metode 

baik berisiéó di norma dan yang dipenjelasan , sehingga 

kr iteria yang tidak merupakan invensi akan fokus kepada 

program komputer.  Sehingga invensi yang tidak mencakup 

hanya program komputer saja ( per se); ketentuan kriteria 

program komputer yang dikualifikasikan dapat diberikan 

paten. Dengan demikian  Program kom puter saja, dan tanpa 

penjelasan. Perubahan terhadap pasal ini menghapus 

penjelasan Pasal 4 huruf d  UU Paten . 
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3.  Invensi Yang dianggap sebuah t emuan  berupa 

penggunaan baru dan /atau bentuk baru dari senyawa 

yang sudah ada   

      Suatu paten merupakan hasil karya oleh pikir dari yang 

dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, p aten 

sebagaimana dimaksud dalam UU Paten menjamin 

pelindungan hukum terhadap invensi yang diberikan  Paten 

oleh negara. M enurut Marzuki 33 suatu fungsi utama paten 

adalah untuk melindungi suatu penemuan karena penemuan 

itu sendiri dikarenakan bernilai ekonomi, dan bagi 

masyarakat secara luas  dapat berfungsi untuk mendorong 

terjadinya inovasi. Oleh karena itu, paten tidak hanya 

memberikan manfaat pe lindungan kepentingan individu, 

namun disisi lain juga memberikan dampak kesejahteraan 

bagi masyarakat banyak , baik melalui inovasi atau 

pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan banyak orang . 

Nilai dari kegiatan research and development  untuk 

menghasilkan  inovasi tersebut sekaligus memacu 

pertumbuhan ekonomi dan teknologi  varian dari penemuan 

tersebut untuk manfaat lain.   

       Pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten tahun 2016 terkait 

dengan discovery yang dianggap bukan merupakan invensi 

justru tidak sejalan dengan konsep Paten itu sendiri . Hal ini  

dikarenakan  ketentuan tersebut membatasi konsep 

pelindungan paten  dan pengayaan dari paten , dengan 

menyatakan invensi yang merupakan temuan (discovery ) baik 

berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ad a 

dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang 

sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat 

bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait 

yang diketahui dari senyawa , adalah tidak mencakup/ 

merupakan  invensi. 34 Dengan demikian , ketentuan Pasal ini 

secara eksplisit mengecualikan terhadap penemuan yang 

merupakan kegunaan baru atau suatu produk perlindungan 

                                                             
33 Peter Mahmud Marzki, Ibid, hal. 147  
34 Pasal 4 huruf f angka 1 dan 2 UU Paten  
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paten sebagai suatu invensi. Pengaturan Pasal ini  merupakan 

ketentuan usulan pengaturan baru dalam pengaturan UU 

Paten .35 Ketentuan  dalam Pasal 4 huruf f UU Paten  adalah 

ketentuan baru yang diatur dalam UU Paten dan tidak ada 

dalam pengaturan UU Paten sebelumnya, baik dalam UU No. 

14 Tahun 2001, UU No.13 Tahun 1997 dan  UU No mor 6 

Tahun 1989  tentang Paten.  

       UU Paten saat  ini sebagaimana dijelaskan di atas, hanya 

mengakui pendaftaran paten yang baru (novelty ) untuk suatu 

produk yang didaftarkan , produk paten yang didaftarkan 

tersebut tidak mencakup suatu temuan discovery . Ketentuan 

Pasal 4 huruf f UU Paten ini mengabaikan invensi, apakah 

paten yang dimohonkan pendaftarannya tersebut merupakan 

invensi baru untuk produk yang sudah dikenal atau tidak, 

atau paten yang dimohonkan tersebut merupakan bentuk 

baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan 

peningkatan efikasi  khasiat yang sudah diketahui dari 

senyawa tersebut.   

       Kondisi ini  dalam tentu tidak menyesuaikan dengan 

perkembangan dalam bidang farmasi. Selain itu, ketentuan 

yang ada saat ini akan mencegah perkembangan efikasi obat 

yang dalam perkembangan nya manfaat obat dikembangkan 

dengan yang mengacu kepada penerapan Swis s type claims 36 

yang diakui dan dilakukan dalam  praktik WIPO 37 serta diakui 

kegunaannya oleh beberapa negara yang memiliki industri 

farmasi.  

      Konsep  Swiss type claims  ini membolehkan  adanya 

pengembangan dari suatu produk tertentu untuk tujuan 

spesifik. Misal nya:  suatu komposisi XYZ suatu paten telah 

                                                             
35 Naskah Akademik RUU Pa ten tahun 2016 : Paten tidak diberikan pada penggunaan kedua atas 

suatu Paten yang sudah kadaluarsa karena bukan merupakan Invensi, hanya merupakan 

discovery (penemuan). Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 

pemecahan  masalah   yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak demikian dengan penemuan. 

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten hal ini tidak diatur. India melarang pemberian  Paten 

pada pengg unaan  kedua. Dengan pelarangan penggunaan kedua terutama untuk medis pada 

Paten yang kadaluarsa menguntungkan masyarakat karena harga obat menjadi lebih murah sebab 

tidak perlu bayar royalty  
36

 A Swiss type claim is of the form òUse of [a known compound X] in the manufacture of a 

medicament for treating [a particular medical condition Y]ó. Swiss type claims are used when a new 

use for a known pharmaceutical has been discovered.  
37

 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_phl_16/wipo_ip_phl_16_t5.pdf 



 

53 

dikenal sebelumnya dan digunakan untuk pengobatan 

diabetes. Kemudian, komposisi XYZ tersebut dikembangkan 

oleh inventor dengan proses pen elitian yang panjang dengan 

dihasilkannya temuan bahwa komposisi XYZ ini memiliki 

kegunaan penyembuhan yang efektif untuk pengobatan 

penyakit malaria. Penerapan k onsep Swiss type claims  ini 

telah diterapkan oleh beberapa negara baik di Eropa, Inggris, 

dan New Zealand. Beberapa negara mempertimbangkan 

penerapannya pada pengembangan industri produk farmasi 

untuk tujuan penggunaan pengobatan yang spesifik namun 

tidak diperbolehkan untuk klaim yang tujuannya 

memperpanjang waktu paten yang ada sebelumnya. 38 

      Kendala yang dialami oleh Indonesia  sehubungan  

ketentuan yang ada dalam UU Paten  sehubungan dengan 

keberlakukan Pasal 4 huruf f UU Paten, berdampak kepada 

kemampuan lokal terkait dengan inovasi yang ada pada 

inventor/ perusahaan yang bergerak dalam i ndustri yang 

berbahan baku yang sudah kenal sebelumnya, dan pada 

umumnya kondisi ini terjadi dalam industri farmasi/ obat -

obatan. Dimana, industri obat lokal yang ada masih 

berbahan baku tradisional dan penelitian  yang ada masih 

menggunakan bahan baku yang  sudah digunakan dan 

dimohonkan patennya .  

       Kondisi yang ada berdasarkan Pasal 4 huruf f UU Paten  

tersebut menjadikan ketentuan dalam UU Paten justru 

menjadi penghambat  industrialisasi obat lokal yang 

seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarak at 

khususnya dalam bidang kesehatan , disamping sebagai 

insentif penghargaan . Selain itu, ketentuan ini juga 

menyebabkan industri lokal yang sebelumnya merupakan 

produsen obat menjadi industri yang merupakan distributor 

ataupun perpanjangan obat paten yang umumnya 

merupakan industri yang berupa obat jadi yang hanya 

membuat bungkus dari obat tersebut ( packaging) dan bukan 

unsur dari obat tersebut.   

                                                             
38

 https://dcc.com/patents/swiss-style-use-claims-vs-method-of-treatment-claims/ 
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       Kondisi tersebut di  atas merupakan efek yang terjadi 

sehubungan dengan pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten, 

dimana dengan penerapan Pasal tersebut selama ini 

berakibat pada produsen dari luar negeri tidak dapat 

mendaftarkan patennya  di Indonesia  karena tidak dapat 

dilindungi patennya oleh hukum Indonesia. Akibatnya, 

pelaku usaha tersebut  kemudian masuk ke wilayah 

Indonesia dalam bentuk barang jadi dan òbermain ó pada 

komposisi obat. Pada akhirnya, industri lokal yang ingin 

memproduksi dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk yang 

lain tidak dapat memproduksinya , dikarenakan barang yang 

masuk ke industri lokal tersebut adalah barang jadi . 

Akibatnya produk lokal  hanya mampu untuk membuat 

kemasan ( packaging ) atau jika akan memproduksi pada 

akhirnya membeli lisensi terlebih dahulu. Dam pak yang 

sangat besar di masa depan apabila tidak segera ditangani 

untuk mengubah ketentuan Pasal tersebut adalah  tidak 

bertumbuhnya invensi pada sektor industri lokal dan pada 

akhirnya hanya mampu sebagai distributor obat.  

       Menurut pengakuan gabungan pengusaha farmasi,  

bahwa  industri farmasi Indonesia saat ini hanya memiliki 

kemampuan melakukan formulasi obat dan bukan 

mengembangkan bahan baku , hal ini mungkin juga 

disebabkan perusahaan farmasi lokal menganggap investasi 

dalam bidang perdagang an (menjual/distribusi)  lebih 

menguntungkan daripada investasi dalam bidang produksi 

yang biasa melakukan riset dan pengembangan terhadap 

produk yang ada. Oleh karena itu, s aat ini Pemerintah  tengah  

mendorong industri lokal untuk memproduksi bahan baku, 

sedangkan kemampuan industri farmasi lokal secara bisnis 

dan kapasitas sejak dahulu adalah melakukan formulasi. 

Keinginan pemerintah untuk mengembangkan industri 

tersebut akan menjadi terhambat dengan adanya ketentuan 

Pasal 4 huruf f  yang justru semakin membatasi 

pengembangan industri farmasi untuk memproduksi obat -

obatan secara mandiri khususnya untuk penyediaan bahan 
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baku obat, ataupun melakukan eksplorasi pemanfaatan 

sumber daya alam Indonesia yang dapat digunakan untuk 

pengembangan industri obat -obatan.  

        Berikut data sebagai perbandingan dari pengaturan UU 

Paten saat ini dengan UU Paten sebelum nya:  

 

 Pemohon Paten_UU 
No. 14 Tahun 2001  

UU No. 13 Tahun 

2016  

Tahun  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Invensi 
Lokal  

1555  924  1304  1468  2272  2841  

Invensi 
Asing  

6246  7425  7565  7761  7522  8458  

 

Catatan: Data meliputi Paten dan Paten Sederhana  

 

Jenis Permohonan:  

 

 Pemohon Paten_
 UU No. 14 
Tahun 2001  

UU No. 13 Tahun 

2016  

Tahun  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Farmasi/Obat  1210  1415  1605  1591  1578  1445  

Teknik, 
Elektro, dll.  

956  1053  1251  2893  2561  2993  

 

Kriteria Paten Farmasi yang dimohonkan:  

 Pemohon Paten_UU 
No. 14 Tahun 2001  

UU No. 13 Tahun 

2016  

Tahun  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Invensi 
Paten  

1208  1413  1592  1571  1491  1325  

Invensi 
Paten 
Sederhana  

2 0 13 20 87 120  

 

Data tersebut diatas menunjukan bahwa tingginya jumlah 

pemohon Paten farmasi yang dimohonkan di Indonesia.  

       Ketentuan Pasal 4 huruf f  UU Paten  dalam kenyata an 

praktek paten farmasi  hampir tidak mungkin  dapat sejalan 

dengan kenyataan industri yang ada , dikarenakan:  
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- Kesatu  dikarenakan setiap obat harus memperhatikan 

setiap efikasi paten yang ada, dimana efikasi obat itu 

berbeda -beda. M isalkan obat kanker sebelumnya 

merupakan obat yang baik namun menghasil kan efek  

samping terhadap organ yang lain. Sedangkan ada obat 

baru hasil pengembangan yang ada tanpa efek samping 

maka dengan adanya ketentuan Pasal 4  huruf f ini akan 

menyebabkan obat baru yang dimohonkan tersebut 

menjadi tidak dapat didaftarkan patennya.   

Seharusnya misal: metformin sebagai obat diabetes, 

sedangkan seharusnya dari dasar metformin tersebut 

dapat dikembangkan menjadi obat jantung. Berdasarkan 

UU Paten saat ini sangat membatasi pengembangan obat 

paten dari bahan baku yang ada. Seharusnya ket entuan 

Pasal ini memperhatikan efikasi paten dalam 

perkembangannya, dimana efikasi obat berbeda -beda, 

misalkan aspirin untuk obat sakit kepala kemudian 

dikembangkan menjadi aspirin sebagai obat pengencer 

darah yang dimana mekanismenya jauh berbeda, dan ini  

harus dikembangkan untuk dapat menjadi bahan baku 

obat lainnya.  

- Kedua , terkait dengan penelitian dalam proses 

penghasilan Paten, dimana kegiatan penelitian dilakukan 

sangat lama dan membutuhkan waktu bertahun -tahun 

serta biaya yang sangat mahal. Sehingga , produk senyawa 

yang dipatenkan hanyalah satu bagian dari produk yang 

sedang dikembangkan melalui proses penelitian.  

      Terkait kemampuan inventor dan industri dalam bidang  

paten lokal  untuk menghasilkan suatu bahan baru sangatlah 

sulit, hal ini terkait dengan  kemampuan industri lokal untuk 

mengembangkan risetnya  dengan teknologi yang ada. Apabila 

ketentuan Pasal 4 huruf f tetap dipertahankan maka  akan 

menghalangi permohonan dan industri lokal terkait dengan 
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farmasi dan yang  berdampak kepada ketersediaan obat yang 

ada di masyarakat. 39  

     Ketentuan yang ada dalam Pasal 4 huruf f UU Paten 

seharusnya mempertimbangkan penemuan ( invention ) 

terhadap penggunaan baru dari obat ( second medical use ) 

yang seharusnya diberikan pelindun gan pate n, meskipun 

obat tersebut sudah dikenal sebelumnya dan didaftarkan. 

Seharusnya kebijakan yang ada mempertimbangkan kegiatan 

olah riset oleh penemu  (R&D)  dan investasi penelitian baik 

biaya ataupun waktu yang dikeluarkan untuk 

mengembangkan/ melakuk an penemuan atas penggunaan 

baru melalui penelitian; dan percobaan medis untuk 

mendapatkan persetujuan atas manfaat baru dimaksud.  

        Mengacu pada ketentuan TRIPS, dimana d alam TRIPS 

tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang tidak  

termasuk dalam invensi. Ketentuan dalam TRIPS 

mendefinisikan paten harus tersedia  untuk setiap penemuan, 

baik produk atau proses, di semua bidang teknologi, asalkan 

baru, melibatkan langkah inventif dan mampu untuk aplikasi 

industri. 40 Adapun yang dapat dikecualikan sebagai paten 

terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) TRIPS, yaitu terkait 

pencegahan dalam wilayah mereka dari eksploitasi komersial 

yang diperlukan untuk melindungi ketertiban umum atau 

moralitas, termasuk untuk melindungi kehidu pan manusia, 

hewan atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk 

menghindari prasangka  serius terhadap lingkungan, dengan 

ketentuan bahwa pengucilan tidak dilakukan semata -mata 

karena eksploitasi dilarang oleh hukum mereka.  

       Pasal 27 (3) TRIPS  menyatakan , negara dapat 

mengecualikan paten , diantaranya: a. metode diagnostik, 

terapeutik, dan bedah untuk perawatan manusia atau  hewan; 

                                                             
39 Sebagai contoh: Aspirin merupakan obat nyeri, dengan ½ dosis dikomposisi menjadi obat 

jantung, dan sebenarnya bisa dimohonkan dengan Paten atau Paten Sederhana. Seharusnya 

dengan habisnya masa perlindungan dikembangkan kepada khasiat lainnya.   
40 Article 27 (1)  Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any 

inventions, whether  products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, 

involve an inventive step and are capable of industrial applica tion. Subject to paragraph 4 of Article 

65, paragraph 8 of Article 70                  and paragraph 3 of this Article, patents shall be available 

and patent rights enjoyable without  discrimination as to the place of invention, the field of 

technology and  whether products are imported or locally produced.  
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b. tanaman dan hewan selain mikro -organisme, dan pada 

dasarnya proses biologis untuk produksi tanaman atau hewan 

selain proses no n-biologis dan mikrobiologis.  

       Hal ini menunjukan bahwa ketentuan Pasal 4 huruf f 

merupakan tindakan Indonesia yang memuat  ketentuan 

fleksibilitas yang TRIPS berikan.  Perjanjian TRIPS tidak 

mendefinisikan kata 'penemuan', 'baru', 'langkah inventif' atau  

'aplikasi industri'. Dengan kata lain, negara bebas 

menentukan dalam undang -undang paten nasional. Sebuah 

penemuan dan standar paten yang ingin setiap negara  

manfaatkan dalam menyaring penemuan yang tidak dapat 

dipatenkan. 41 Namun berdasarkan fleksibil itas yang  diberikan 

TRIPS tersebut harus tetap disesuaikan dengan kepentingan 

nasional,  sedangkan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 huruf 

f UU Paten menghambat industri farmasi/obat -obatan untuk 

berkembang.  

       Yang menjadi kekhawatiran berlebihan berba gai kalangan 

adalah ketentuan dibukanya Pasal 4 huruf f ini akan 

menyebabkan perpanjangan paten . Kekhawatiran  tersebut 

tidaklah demikian, dikarenakan senyawa yang sudah habis 

masa paten (senyawa komposisi obat yang dilindungi paten) 

itu memang sudah menjadi public domain  tapi itu untuk obat 

Aspirin sebagai obat sakit kepala dikarenakan masa 

perlindungan patennya s udah habis. Sedangkan, Aspirin yang 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan obat jantung 

yang baru dimohonkan patennya seharusnya tetap dapat 

diberikan paten.  

      Dengan demikian, tidak ada kaitannya ketentuan ini 

dikaitkan dengan perpanjangan paten,  evergreening , dan lain 

sebagainya, dikarenakan tujuannya berbeda. Sehingga tidak 

ada kekhawatiran perpanjangan paten, namun justru 

dihapuskannya ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten ini akan 

membuka eksplorasi penelitian dan pengembangan farmasi 

yang ada se hingga lembaga lokal maupun pusat penelitian 

                                                             
41 4 Emmanuel Kolawole Oke, òExploring the flexibilities in TRIPS: lessons from Indiaõs 

pharmaceutical patent law Exploring,ó Commonwealth Law Bulletin,  

 vol. 41, no. 1 (2015), hlm 87.  
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yang ada dapat lebih eksploratif untuk mengembangkan 

sumber daya alam yang ada secara mandiri untuk tujuan 

nasional khususnya pengembangan industri farmasi untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Penerapan di negara l ain  

        Terkait dengan kebijakan tersebut, f leksibilitas TRIPS 

turut dimanfaatkan di India sebagai salah satu negara yang 

memiliki pemegang paten besar untuk obat -obatan. Industri 

farmasi India didorong kuat oleh produsen obat generik , 

karena diperlukan kriteria paten yang ketat untuk 

memastikan masuknya obat generik lebih awal ke pasar. 

Dalam sistem paten di India, peraturannya berupaya untuk 

tidak mematenkan zat yang dikenal kecuali jika menghasilkan 

peningkatan kemanjuran zat tersebut, dan d apat dilihat 

sebagai langkah legislatif yang berani untuk mengekang 

praktik ' evergreening õ. Hal ini dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan batas ambang kriteria paten dan juga 

mengecualikan jenis -jenis penemuan tertentu dari lingkup  

Undang -undang Paten. Ketentuan tersebut  ini berlaku untuk 

paten farmasi dan paten kimia. Selain itu  peraturan paten di 

India berupaya untuk mendorong pengembangan berurutan 

dar i produk atau teknologi yang ada untuk membawa produk 

yang lebih baik ke pasar, sebagai lawan dari òevergreeningó 

yang dapat dilihat sebagai perpanjangan tidak sah  dari 

monopoli paten produk farmasi. 42 

      Selain India, dalam pengaturan paten di Eropa yaitu di 

European Patent  Convention.  Hal -hal invensi yang tidak dapat 

dipatenkan sesuai dengan Pasal 52 (2) European Patent 

Convention adalah sebagai berikut: 43 a. Penemuan, teori 

ilmiah dan metode matematika; b. Kreasi estetika; c. Skema, 

aturan dan metode untuk melakukan tindakan mental, 

                                                             
42 Jae Sundaram, òIndiaõs Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Compliant 

Pharmaceutical Patent Laws: What Lessons for India and Other Developing Countries,ó Information 

& Communications Technology Law, vol. 23, no. 1 (2014), hlm. 7.  

 

43 Eur opean Patent Convention. Article 52 (2)  
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bermain game atau melakukan bisnis, dan program untuk 

komputer; d. Pre sentasi informasi.  

       Selain Eropa, apabila dibandingkan dengan Malaysia 

yang diatur dalam Patents  Act 1983, hal -hal yang tidak dapat 

dipatenkan diantaranya: 44 a. Penemuan, teori ilmiah dan 

metode matematika; b. varietas tanaman atau hewan atau 

proses b iologis dasarnya untuk         produksi tanaman atau 

hewan, selain mikroorganisme hidup buatan        manusia, 

proses mikrobiologis dan produk dari proses mikroorganisme        

tersebut; c. skema, aturan atau metode untuk melakukan 

bisnis, melakukan tindak an mental murni atau bermain 

game; d. metode untuk perawatan tubuh manusia atau 

hewan dengan operasi atau  terapi, dan metode diagnostik 

yang dipraktikkan pada tubuh manusia atau hewan.  

      Sedangkan untuk Korea sendiri dalam Pasal 32 Korean 

Patent Act, i nvensi yang tidak dapat dipatenkan adalah 

penemuan yang melanggar ketertiban umum atau moral atau 

kemungkinan besar akan merugikan kesehatan masyarakat 

tidak dapat dipatenkan. 45 Hal yang menarik dari pengaturan 

paten di Korea adalah pengaturan yang berada d i Pasal 96 (2) 

mengenai keterbatasan  efek paten yaitu efek paten tidak  

mencakup efek dari paten terhadap penemuan obat yang 

diproduksi dengan mencampur setidaknya dua obat (mengacu 

pada produk yang digunakan untuk  diagnosis, bantuan, 

perawatan, terapi, at au pencegahan penyakit manusia; 

selanjutnya berlaku yang sama) atau penemuan proses 

pembuatan obat -obatan dengan  mencampur setidaknya dua 

obat tidak boleh sampai pada persiapan resep dan  obat -

obatan yang disiapkan sesuai dengan resep tersebut 

berdasarkan  Undang -Undang Urusan Kefarmasian. 46 

        Sedangkan di Cina pengaturan mengenai paten diatur 

dalam Patent Law of the Peopleõs Republic of China 1984 yang 

telah di Amendemen terakhir tahun 2008. Paten yang tidak 

boleh diberikan pengaturannya dalam Pasal 5 yaitu kreasi 

                                                             
44 Malaysia Patents Act 1982. Part IV. Patent Ability, 13 Non -patentable Inventions.  
45 Korean Patent Act Amendment 2017 Act No. 14691. Article 32.  
46 Korean Patent Act Amendment 2017 Act No. 14691. Article 96 (2)  
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penemuan yang melanggar hukum atau etika sosial, atau 

membahayakan kepentingan publik. Hak paten tidak akan 

diberikan untuk penemuan yang dilakukan dengan 

mengandalkan  sumber daya genetik yang diperoleh atau 

digunakan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan 

administrasi .47 

     Berikut tabel pengaturan pada negara -negara tersebut: 

beberapa negara yang memberikan pengaturan tersebut 

sebagai perbandingan antara lain:  

India_  Australia  Philipina  Eropa  

Section 3(d) in The 

Patents Act, 1970  
 
Hanyalah 
merupakan temuan 
(discovery ) dari 
suatu bentuk baru 
dari suatu zat yang 
diketahui yang 
tidak menghasilkan 
peningkatan 
khasiat zat tersebut 
yang diketahui atau 
Hanyalah 
merupakan temuan 
(discovery ) dari 
setiap sifat baru 
atau penggunaan 
baru untuk suatu 
zat yang diketahui 

atau dari 
penggunaan belaka 
dari suatu proses, 
mesin atau 
peralatan yang 
diketahui kecuali 
proses yang 
diketahui tersebut 
menghasilkan 
produk baru atau 
menggunakan 
sekurang -
kurangnya satu 

reaktan baru.  
 
Penjelasan. ð 

Yang 

dikecualikan 
dari 

Patentabilitas:  

(h) New uses 
of a known 
substance for 
a purpose for 
which the 
substanceõs 
known 
properties 
make it 
suitable; new 
uses of an old 
contrivance 
without 
ingenuity in 
analogous 
manner  and 

purpose to 
the old use; 
analogous 
uses of a 
known device 
for its 
ordinary 

purpose.  

 

 

Discoveries, 

scientific 
theories and 
mathematical 
methods, and 
in the case of 
drugs and 
medicines, 

the mere  

discovery of a 
new form or 
new property 
of a known 
substan ce 
which does 
not result in 
the 
enhancement 

of the known  

efficacy of 
that 
substance, or 
the mere 
discovery of 
any new 
property or 
new use for a 
known 
substance, or 
the mere use 
of a known 
process 

unless such 
known 
process 

Guidelines 

for 
Examination  

 

Where a 
substance or 
composition 
is already 
known to 
have been 
used in a 
"first medical 
use", it may 
still be 
patentable 
under Art.  
54(5) for any 
second or 
further use 
in a method 

according to 
Art. 53(c), 
provided 
that said use 
is novel and 

inventive.  

 
Art. 54(4) 
and (5) thus 
provide for 
an exception 
from the 

general 
principle 
that product 

                                                             
47 Patent Law of the Peopleõs Republic of China 1984. 
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Untuk keperlu an 
pasal ini, garam, 
ester, eter, polimorf, 
metabolit, bentuk 

murni, ukuran 
partikel, isomer, 
campuran isomer, 
kompleks, 
kombinasi dan 
turunan lainnya 
dari bahan yang 
diketahui harus 
dianggap zat yang 
sama, kecuali jika 
berbeda secara 
signifikan dalam 
sifa t sehubungan 

dengan 
kemanjuran/efikasi;  

results in a 
new product 
that empl oys 
at least one 

new reactant.  

For the 
purpose of 
this clause, 
salts, esters, 
ethers, 
polymorphs, 
metabolites, 
pure form, 
particle size, 
isomers, 
mixtures of 

isomers, 
complexes, 
combinations, 
and other 
derivatives of 
a known 
substance 
shall be 
considered t o 
be the same  

substance, 
unless they 
differ 
significantly 
in properties 
with regard to 
efficacy.  

claims can 
only be 
obtained for 
novel 

product s. 
However, 
this does not 
mean that 
product 
claims for 
the first and 
further 
medical uses 
need not 
fulfil all 
other 
requirements  

of 
patentability, 
especially 
that of 
inventive 
step (see T 
128/82).  

 

     Kondisi yang diharapkan dalam pengaturan paten kedepannya         

      Berdasarkan data di  atas, Pemerintah perlu mengambil 

kebijakan untuk mendoro ng pertumbuhan industri lokal 

khususnya  dalam bidang farmasi  dengan menghapus ketentuan 

Pasal 4 huruf f UU Paten , sehingga mengeluarkan  discovery  dari 

ruang  lingkup yang tidak dapat diberikan  invensi . Hal ini 

bertujuan mendorong  riset dalam bidang farmasi dan mendorong  

bertumbuhnya industri lokal untuk mengembangkan jenis obat -

obatan yang berbahan dasar sumber daya yang ada di Indonesia , 

baik terhadap pengemb angan bahan yang sebelumnya diberikan 

paten (pengembangan) ataupun riset untuk mengasilkan paten 

yang merupakan bahan dasar baru.     
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       Selain iu, p erlunya dihapuskannya ketentuan Pasal  4 huruf f 

UU Paten tersebut, menyesuaikan dengan kemampuan riset  lokal 

yang ada pada  mayoritas penelitian yang ada di Indonesia . 

Dimana  penelitian terhadap  pengembangan dari bahan -bahan 

yang sudah ada sebelumnya, untuk menghasilkan manfaat 

ataupun keunggulan yang berbeda dari produk yang ada . Dengan 

demikian , kebijakan  perlu membuka peluang tersebut dengan 

menghapuskan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten.   

4.  Grace Period Publikasi Paten  

       Suatu hasil penelitian dan pengembangan wajib 

dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kelembagaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi .48 Pada prinsipnya antara 

pengembangan teknologi dalam paten tidak dapat dilepaskan 

adanya proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang merupakan suatu proses ilmiah yang menghasilkan  

sebuah ide yang dapat diwujudkan untuk suatu produk 

ataupun proses. Oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan antara 

permohonan paten dengan keberadaan lembaga perguruan 

tinggi  dan lembaga penelitian pemerintah  dalam melaksanakan 

fungsinya yang juga sebagai  bentuk pengabdian masya rakat 

melalui kegiatan riset. Berikut daftar universitas yang ruting 

melakukan permohonan Paten.  

Gambar 2. 2 

Permohonan Paten di Perguruan Tinggi  

                                                             
48 Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  



 

64 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Paten 

dinyatakan bahwa Invensi tidak dianggap telah diumumkan 

jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal 

Penerimaan, Invensi telah: a. dipertunjukkan dalam suatu 

pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai 

pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia 

maupun di luar negeri; b. digunakan di Indonesia atau di luar 

negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan 

tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau c. diumumkan 

oleh Inventornya dalam: 1. sidang ilmiah da lam bentuk ujian 

dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya 

ilmiah lain; dan/atau 2. forum ilmiah lain dalam rangka 

pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau 

lembaga penelitian.   

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Paten 

menyatakan i nvensi juga tidak dianggap telah diumumkan 

apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal 

Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara 

melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi 

tersebut. Kemudian dalam penjelasa n Pasal tersebut 

dinyatakan yang dimaksud dengan "pameran resmi" adalah 

pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Yang 

dimaksud dengan "pameran yang diakui sebagai pameran 

resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat 

tetapi diakui atau me mperoleh persetujuan pemerintah.  
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Mengingat esensi riset harus juga dilakukan publikasi baik 

dalam bentuk diseminasi ataupun untuk membuat jurnal baik 

nasional maupun internasional untuk memenuhi kaidah 

ilmiah berdasarkan ketentuan perundang -undangan, maka 

suatu riset ilmiah tersebut harus dilakukan publikasi. 

Ketentuan pelindungan hak kekayaan intelektual prinsipnya 

memberikan pelindungan rentang  waktu  antara publikasi 

dengan pendaftaran paten dengan memperkenalkan adanya 

Grace Period  terhadap publikasi ilm iah suatu paten. Namun, 

rata -rata permasalahannya di Indonesia adalah terkait dengan 

anggaran penelitian dan mekanisme proses pendaftaran paten 

sehingga seringkali invensi terkendala dengan anggaran yang 

ada. Setelah penelitian  dilakukan  biasanya para peneliti akan 

terkait dengan publikasi dan pendaftaran, dimana 

anggarannya dilakukan dengan menunggu anggaran yang ada 

turun pada tahun berikutnya . Hal ini  tentu saja berpotensi  

mengakibatkan gugurnya permohonan yang ada dikarenakan 

jangka w aktu publikasi yang lewat waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten. Berdasarkan pada 

kasus -kasus yang telah terjadi dimana banyak penelitian 

terutama di akademisi, para dosen/inventor banyak yang 

melakukan publikasi terlebih dahulu dalam bentuk jurnal 

ilmiah baik nasional maupun internasional sebelum hasil 

penelitian tersebut didaftarkan patennya di Indonesia yang 

mengakibatkan terantisipasiya nilai kebaruan dari invensi 

tersebut sehingga tidak dapat diberikan paten.  

Kondisi yang diharapk an dalam pengaturan paten 

kedepannya terkait dengan Grace Period         

      Untuk mengantisipasi kebutuhan dan hambatan yang ada 

terkait dengan pengaturan jangka waktu permohonan setelah 

dilakukan publikasi tersebut, perlu menambahkan waktu 

dengan mengub ah ketentuan Pasal 6 ayat ( 1) UU Paten, dengan 

menambahkan  waktunya dari sebelumnya 6 (enam) bulan 

menjadi 12 (dua belas) bulan masa grace period  yang diberikan  

(sebelum penerimaan invensi), dengan memberikan 

penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi 
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dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana pada 

ayat (2) 49 pasal tersebut dalam hal pihak lain yang 

mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk 

merahasiakannya.  

     Berikut beberapa negara yang menerapkan ketentuan ini 

sebagai perbandingan:  

- Australia memiliki rentan waktu selama 12 (dua belas) 

bulan untuk mengajukan permohonan Paten sejak suatu 

invensi dipublikasikan. Cakupan dari rentan waktu itu 

mencakup publikasi yang: a. Dilakukan oleh inventor b. 

Dilakukan dengan persetujua n inventor c. Dilakukan 

tanpa persetujuan inventor.  

- Perancis: Pasal L611 -11 French Intellectual Property Code 

dinyatakan bahwa suatu invensi tidak dianggap 

diumumkan selama paling lama 6 bulan dari tanggal 

pengajuan permohonan.  

- Jepang. Berdasarkan revisi Pasal 30 ayat (2) UU Paten 

Jepang yang telah telah diamandemen dan berlaku efektif 

sejak Juni 2018, jangka waktu grace period suatu invensi 

(exception to loss of novelty ) diperpanjang dari sebelumnya 

6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun 50 dimana yang 

memil iki hak untuk melakukan publikasi tersebut adalah 

pihak yang memiliki hak terhadap paten tersebut.  

- Amerika Serikat. Berdasarkan Pasal 102 (b) 51 UU Paten 

Amerika Serikat menyatakan suatu penemuan yang dapat 

diberikan paten dengan jangka waktu grace period suatu 

invensi terhadap publikasi ( exception to loss of novelty ) 

adalah 1 (satu) tahun sebelum effective filling date .  

                                                             
49 Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sebelum tanggal penerimaan, ada pi hak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar 

kewajiban untuk menjaga kerahasiaaan invensi tersebut.  
50 https://www.soei.com/en/wp -content/uploads/sites/2/2018/06/Grace -Period -in -

Japan_201806.pdf  
51 102 (b)  the invention was patented or described in a pri nted publication in this or a foreign country 
or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for 
patent in the United State  
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5.  Permasalahan k etentuan kewajiban untuk 

memproduksi/menggunakan  proses  paten di 

Indonesia   

    Pada dasarnya politik pengaturan terkait dengan sistem 

Paten tidak dapat dilepaskan kaitan peranannya dalam 

meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi pada suatu 

negara dengan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya 

industri lokal, membantu pe rkembangan teknologi dan ekonomi 

dengan fasilitas lisensi, membantu tercapainya alih teknologi 52 

Rasio tersebut mempertimbangkan manfaat adanya investasi 

pada j umlah permohonan Paten luar negeri yang dimohonkan 

pendaftarannya adalah sebagai berikut:  

Tabel. 2.6 

Data negara -negara pemohon paten di Indonesia  

No Negara  2016  2017  2019  

1   0 3 0 

2 Antigua and 

Barbuda  

6 0 0 

3 Argentina  0 3 1 

4 Armenia  1 0 0 

5 Australia  68 83 40 

6 Austria  37 30 13 

7 Azerbaijan  1 0 0 

8 Bahamas  1 0 0 

9 Belgium  88 71 28 

10 Bermuda  1 3 1 

11 Brazil  9 16 1 

12 Bulgaria  1 1 0 

13 Burundi  0 1 0 

14 Cambodia  1 0 0 

                                                             
52 Tim Lindsey, Op cit. hlm. 184  
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15 Canada  45 50 10 

16 Cayman 

Islands  

107  3 109  

17 Chile  1 2 6 

18 China  571  491  257  

19 Colombia  1 0 1 

20 Cuba  2 1 1 

21 Cyprus  1 2 1 

22 Czech 

Republic  

5 6 3 

23 Democratic 

People's 

Republic of 

Korea  

0 1 0 

24 Denmark  60 65 16 

25 Ecuador  1 0 0 

26 Estonia  1 0 1 

27 Finland  87 80 32 

28 France  236  235  101  

29 Georgia  0 1 0 

30 Germany  446  399  111  

31 Gibraltar  0 0 1 

32 Greece 1 3 0 

33 Guatemala  0 1 0 

34 Hong Kong  7 13 3 

35 Hungary  4 4 4 

36 Iceland  1 1 0 

37 India  120  86 42 

38 Indonesia  2,842  2,272  734  

39 Iran (Islamic 

Republic of)  

0 2 0 
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40 Iraq  1 0 0 

41 Ireland  28 19 4 

42 Israel  15  19 6 

43 Italy  72 87 24 

44 Japan  2,606  2,408  964  

45 Jordan  0 0 1 

46 Kenya  3 0 0 

47 Luxembourg  10 24 1 

48 Malawi  1 0 0 

49 Malaysia  65 49 19 

50 Mauritius  1 1 0 

51 Mexico  4 7 4 

52 Morocco  1 0 0 

53 Netherlands  322  275  100  

54 New Zealand  8 14 7 

55 Nigeria  0 1 0 

56 Norway  43 21 24 

57 Oman  0 2 0 

58 Pakistan  0 0 1 

59 Peru  1 1 0 

60 Philippines  0 3 0 

61 Poland  5 7 0 

62 Portugal  5 0 6 

63 Qatar  1 0 0 

64 Republic of 

Korea  

584  386  176  

65 Republic of 

Moldova  

1 0 0 

66 Romania  2 0 0 
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67 Russian 

Federation  

27 31 9 

68 Serbia  1 0 0 

69 Seychelles  2 0 0 

70 Singapore  79 84 20 

71 Slovakia  2 0 0 

`72  Slovenia  1 0 0 

73 South Africa  13 19 6 

74 Spain  27 21 10 

75 Sri Lanka  0 1 1 

76 Swaziland  1 0 1 

77 Sweden 119  103  53 

78 Switzerland  370  371  106  

78 Syrian Arab 

Republic  

1 0 0 

80 Taiwan, 

Province of 

China  

147  98 68 

81 Thailand  40 26 14 

82 Turkey  5 18 4 

83 Ukraine  0 2 2 

84 United Arab 

Emirates  

13 2 0 

85 United 

Kingdom  

219  172  35 

86 United States 

of America  

1,673  1,574  591  

87 Unknown  23 21 1 

88 Uruguay  1 0 0 

89 Viet Nam  1 0 2 

90 Virgin Islands 

(British)  

5 1 0 
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91 Zimbabwe  0 1 0 

Total Permohonan  11302  9798  3777  

 

        Berdasarkan data tersebut diatas, t erdapat beberapa negara -

negara yang Amerika Serikat, Jepang, China, Korea, dan Jerman 

merupakan negara -negara yang masuk kepada 5 (lima) besar paling 

banyak permohonan Patennya yang didaftarkan dalam sistem 

informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua l. Harapannya 

dengan banyaknya permohonan paten yang masuk di Indonesia, 

dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan ilmu 

pengetahuan.  Oleh karena itu, dengan harapan adanya 

pertumbuhan investasi nasional , UU Paten Indonesia dalam Pasal 

20 menyatakan b ahwa setiap pemegang paten wajib  membuat 

produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia. Dimana 

berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dinyatakan secara tegas 

bahwa pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut di 

Indonesia harus menunjang transfer teknologi, penyerapan 

investasi, dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan 

tersebut merupakan rumusan baru dalam ketentuan pengaturan 

paten sebelumnnya.  

Ketentuan dalam U U Paten yang tujuannya untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional dalam Pasal 20 UU Paten tersebut 

secara tegas menyatakan bahwa Pemegang Paten wajib membuat 

produk atau menggunakan proses di Indonesia. Ketentuan Pasal 20 

tersebut dipertegas dengan krite ria membuat produk atau 

menggunakan proses pembuatan produk/ penggunaan proses di 

Indonesia tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan 

investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.  

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten 

dalam  perkembangannya mendapatkan berbagai permasalahan 

hukum dengan adanya keberatan dari berbagai pihak di luar negeri 

sehubungan dengan kebijakan pendaftaran Paten di Indonesia yang 

mewajibkan untuk melaksanakan baik membuat/menggunakan 

patennya tersebut. Ke beratan diajukan oleh berbagai duta besar 

perwakilan negara di Indonesia (Uni Eropa, Swiss, Amerika Serikat, 
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dan Jepang) terhadap pengaturan paten dalam Pasal 20 UU 

Paten. 53 Keberatan dikarenakan , ketentuan Pasal 20 UU Paten 

tersebut dianggap tidak selaras dengan ketentuan paten 

internasional  serta mekanisme penerapan permohonan pendaftaran 

Paten yang berlaku secara internasional yang didasarkan kepada 

ketentuan TRIPS Agreement . Ketentuan Pasal 20 UU Paten 

dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat  (1) TRIPs 

yang menyatakan:  

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be 
available for any inventions, whether products or processes, in all 
fields of technology, provided that they are new, involve an 
inventive step and are capabl e of industrial application.5 Subject to 
paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 
3 of this Article, patents shall be available and patent rights 

enjoyable without discrimination as to the place of invention, 

the field of technolo gy and whether products are imported or 

locally produced.  

       Ketentuan wajib  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20  uu 

Paten  merupakan tindakan yang membebankan pemohon paten 

untuk memproduksi/menggunakan proses di Indonesia , hal itu 

dianggap mengingkari prinsip hak eksklusif pemegang paten 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Paten untuk melaksanakan 

sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada 

orang lain . Akibatnya pengaturan tersebut  akan menghambat 

masuknya permohonan paten beserta perlindungannya di 

Indonesia.  

        Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut memberikan 

sanksi dimana konsekuensinya Paten tersebut dapat dimohonkan 

Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat 

(1) huruf e UU Paten , dimana dinyata kan bahwa Penghapusan 

Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika Pemegang Paten melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.  Pemerintah di 

dalam mengantisipasi kondisi tersebut, menerbitkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten, sebagai solusi 

                                                             
53

 Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang disampaikan dalam 
forum Focuss Group Discussion, JW Mariot, 28-30 Oktober 2019.  
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sementara menunda pelaksanaan Pasal 20 UU Paten untuk jangka 

waktu tertentu. Namun, dari sisi hukum, ketentuan dalam 

Peraturan M enteri Hukum tersebut masih terdapat kelemahan 

karena dipandang hanya bersifat sementara.   

       Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten 

tersebut dianggap mengeksploitasi hak -hak pemegang paten. 

Dimana, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a. UU Paten tersebut 

mewajibkan pemberian Lisensi Wajib dalam hal pemegang paten 

tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk ataupun 

menggunakan proses di indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga 

puluh enam) bulan setelah diberikan paten.  Terhadap  hal ini, 

Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 2018 Tentang  Tata Cara Pemberian Lisensi -Wajib Paten, 

untuk mengatasi kondisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  20 UU Paten. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang 

paten diperhadapkan dengan 2 (dua) pilihan yaitu patennya 

dihapuskan atau memberikan lisensi wajib.  

       Kekayaan Intelektual sebagai salah satu sistem perdagangan 

yang berlaku secara umum pada negar a-negara anggota World 

Trade Organization tunduk kepada ketentuan perjanjian The 

Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights 

(TRIPS) berlaku mengikat pada negara -negara yang tunduk kepada 

perjanjian WTO. Dimana , ketentuan TRIPS menjad i norma standar 

umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan 

dengan Kekayaan Intelektual termasuk pengaturan mengenai 

Paten. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten 

dimaksud secara normatif bertentangan dengan ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 27 TRIPS yang menyatakan épatents shall be 

available and patent rights enjoyable without discrimination as to the 

place of invention, the field of technology and whether products are 

imported or locally produced. (paten harus diberikan dan paten 

dapat dinikmati tanpa perlakuan diskriminasi seperti pada tempat 

ditemukannya, lingkup teknologi dan apakah produk tersebut di 

impor atau secara lokal diproduksi).  
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       Terkait dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten  

tersebut , berdampak  terhadap perlakuan diskriminasi terhadap 

pemohon Paten yang khususnya berasal dari luar negeri, dimana 

pemohon yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten 

tersebut wajib secara hukum untuk membuat dan menggunaakan 

prosesnya di Indonesia, dan mempuny ai konsekuensi hukum 

untuk dimohonkan penghapusan Paten dimaksud apabila tidak 

melaksanakan Pasal 20 UU Paten tersebut. 54 Akibatnya, kondisi 

hukum berdasarkan UU Paten saat ini sangat memberatkan 

kalangan inventor khususnya yang ingin mendapatkan 

perlindung an invensi dan hak ekonominya dengan mendaftarkan 

Paten.  

      Pemerintah nasional Indonesia dengan mendorong terwujudnya 

investasi nasional dengan mendorong berbagai kebijakan untuk 

mewujudkan pertumbuhan perekonomian. Menurut Insan Budi 

Maulana pada mas a kini paten tidak hanya berkaitan dengan 

industri tapi juga berkaitan dengan investasi, bahkan dapat 

menjadi bargaining position  bagi suatu negara dalam melakukan 

ekspor impor komoditinya. Apabila negara tidak melakukan 

pengaturan perlindungan paten, maka  negara tersebut akan 

mendapat hambatan dalam komoditi ekspor yang ditujukan ke 

negara yang melindungi paten atau negara tertentu akan berpikir 

ulang untuk investasi modal beserta teknologi patennya. 55 Bahkan 

menurut Rooseno 56 menyebutkan bahwa òa patent has a meaning 

and value only within a competitive systemó dimana suatu sistem 

yang kompetitif akan mendorong perkembangan paten dan 

sebaliknya paten diharapkan mendorong terbentuknya  sistem yang 

kompetiti f, baik dari segi ekonomi dan teknologi. 57 Hal ini juga 

sejalan dengan pendapat Anand yang menyatakan Patent system 

must serve two functions. The disclosure function and the incentives 

                                                             
54Lihat Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten  
55 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak  Cipta  (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1997), hlm. 107, Endang Purwaningsih, Ibid , hlm.14  
56 Noorhadi Rooseno dan Heraty, Masalah Paten dalam Praktik, ( Bandung: Bina Cipta, 1978), 

Endang Purwaningsih, Ibid , hlm.14  

 
57 Endang Purwaningsih, Seri Hukum Hak Kekaya an Intelektual, Hukum Paten, Cv. Mandar Maju 

Bandung, 2015, hlm. 14  
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functions. 58 Disclosure functions  berhubungan dengan perlindungan 

penemuan dan pengembangan kegiatan Research and Development , 

sedangkan incentives functions  berkenaan dengan kegiatan 

memacu inovasi teknologi sekaligus pelaksanaan tujuan 

komersilnya. 59 Dengan demikian, suatu kebijakan paten nasional 

seharusnya memperhitungkan dampak yang akan terjadi terhadap 

invensi yang akan dihasilkan dikemudian hari, produk paten yang 

didaftarkan, dan investasi sebagai multiefek dari paten tersebut.  

   Ketentuan ke wajiban untuk memproduksi/menggunakan 

proses paten farmasi di Indonesia  

      Salah satu kelemahan dari UU Paten ini adalah ketentuan 

Pasal 20 UU Paten ini tidak membedakan kriteria apakah suatu 

paten tersebut suatu paten teknik/ mekanik atau merupakan 

pat en produk farmasi/ kimia yang umumnya adalah dalam rangka 

pengobatan/ pencegahan terhadap penyakit baik terhadap 

manusia ataupun hewan/ tumbuhan. Khususnya terkait paten 

pada produk farmasi, ketentuan Pasal 20 inilah yang sangat 

berdampak kepada masyarakat  akibat kebijakan UU Paten yang 

ada. Dimana h al negatif  dari  adanya Pasal 20 yang baru saja 

diperoleh dari salah satu industri nasional di Indonesia adalah 

adalah hilangnya bahan baku obat dipasaran. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan dikarenakan kebutuhan 95%  (sembilan puluh 

lima persen) obat yang berada di Indonesia merupakan obat impor.  

Gambar  2.2  

Penyebaran Sektor Kesehatan di Indonesia  

                                                             
58 Pravin Anand, Licensing of Technology and intellectual property rights to Developing Counties 
dalam Law and Investment in Developing Countries, (India: Law Times Press, 1984)  
59 Endang Purwaningsih, Ibid , hlm.14  
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Hal ini ditunjukan pada gambar di atas menunjukan bahwa 

industri farmasi Indonesia sebanyak 95% materi dasarnya masih 

mengimpor dari luar negeri. Kebijakan Pasal 20 UU Paten tentu 

saja memberatkan para pelaku usaha/ pemegang paten yang telah 

didaftarkan di Indonesia.  
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Gambar  2.3  

Negara -negara pengimpor produk farmasi di Indonesia  

 

Ketentuan Pasal 20 mengenai kewajiban Pemegang Paten untuk 

membuat produk/menggunakan proses di indonesia dianggap 

memberatkan para pelaku usaha/ Pemegang Paten, khususnya 

pemohon yang berasal dari luar negeri. Apabila hal ini 

dipertahankan, akibatnya seri ngkali Pemegang Paten tidak 

mendaftarkan patennya di Indonesia, maka terjadi kerugian bagi 

masyarakat terhadap akses obat -obatan guna pengobatan. Salah 

satu kondisi akibat ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut adalah, 

saat Ini industri sulit memperoleh baha n baku òIbuprofenó dan 

òlansoprazoló dikarenakan pihak asing tidak mau lagi mengimpor 

bahan baku ke Indonesia karena merasa investasinya tidak lagi 

dilindungi dengan adanya Pasal 20 dimana bahan baku menjadi 

discontinue .  

      Prilaku bisnis untuk tidak m emasukan produknya di suatu 

wilayah merupakan hak eksklusif dari Pemegang Paten itu sendiri. 

Hal ini diakui oleh Amerika Serikat dalam Pendahuluan Proposal of 
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The United States of America on The Topic of Patents and Health 

pada Standing Comitee on the Law of Patents  yang menyatakan: 60  

Weakening the patent rights granted to pharmaceutical 
researchers and manufacturers in certain markets not only 
removes or reduces the incentive to develop new medicines, but 
also leads manufacturers to keep already developed medicines out 
of those markets. It has been shown that more goods become 
available in developing countries when IP rights are strengthened 
there. In the particular case of medicines, it has been shown that 
all else being equal, a new drug is more likely to  be launched in a 
country where patent protection is strong, rather than one where 

such protection is lacking.  

To successfully employ a technology such as manufacturing of 
medicines, know -how and specialized skills are often required in 
addition to the det ailed disclosure found, for example, in a patent. 
Resorting to a compulsory license or other non -voluntary 
mechanism would not gain the cooperation of the patent owner, 
and the recipient of the compulsory license may not easily be able 
to successfully manu facture the medicine. The recipient would also 
not have access to other products such as medicines not yet 
approved, improvements, and other benefits that may be part of a 

negotiated license.  

      Pendapat tersebut di  atas dapat menjadi pertimbangan/ acua n 

prilaku bisnis terhadap pelaksanaan paten, dimana akibat 

ketentuan Pasal 20 UU Paten yang mewajibkan untuk 

melaksanakan paten menjadikan hambatan bagi Pemegang Paten 

yang secara tegas menyatakan kewajiban bagi Pemegang Paten 

untuk membuat produk atau men ggunakan proses di Indonesia. 

Dimana tujuan dari pelaksanaan/ penggunaan di Indonesia 

bertujuan mendorong adanya transfer teknologi, penyerapan 

investasi dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan.  Namun, 

kebijakan yang diambil dalam Pasal 20 UU Paten tersebut  

merupakan kebijakan yang tidak sejalan dengan perkembangan 

yang ada, sebagai contoh di negara -negara maju di Asia, yang 

menerapkan Local Production Compulsory  hanyalah Indonesia, yang 

terlihat dalam gambar sebagai berikut:  

 

 

 

                                                             
60 SCP/17/11 Anex  
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Gambar 2.4  

Pengaturan Local  Working negara -negara peserta TRIPs  

 

Akibat ketentuan Local Production Compulsory/ Local Working dalam 

sistem paten nasional dalam UU Paten tersebut, mengakibatkan 

tidak kompetitifnya pelindungan paten di Indonesia yang berdampak 

pada investasi yang ada.  

      Ketentuan Pasal 20 UU Paten ini menjadi sangat menakutkan 

bagi pelaku usaha dikarenakan sec ara imperatif mewajibkan, 

dengan konsekuensi Pasal 132 UU Paten, dimana Paten tersebut 

dapat dimohonkan untuk dihapus dalam hal tidak melaksanakan 

ketentuan Pasal 20 UU Paten. Hal ini menjadi krusial dalam 

pelaksanaannya, dikarenakan perlakuan tersebut aka n merugikan 

hak Pemegang Paten baik secara intelectual property  maupun hak -

hak ekonomi yang melekat didalamnya, sebagai dampak dari 

penerapan ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut.   

        Keberadaan Pasal 20 UU Paten tidak dapat dipisahkan dengan 

upaya pe merintah untuk mendorong tumbuhnya sektor industri 

farmasi di Indonesia, guna melepaskan ketergantungan dengan 
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bahan obat yang berasal dari impor. Oleh karena itu, u ntuk 

mendorong manfaat paten, khususnya pada industri farmasi, p ada 

tahun 2008 Pemerintah m engeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

(Permenkes) No 1010/MENKES/PER/XI/2008 mengenai Registrasi 

Obat dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat yang 

tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan. 

Selain itu, k ebijakan ini juga un tuk merespons adanya distributor 

yang tidak menerapkan kaidah -kaidah perlindungan kualitas dan 

keselamatan pasien sebagaimana mestinya. Permenkes tersebut 

mensyaratkan bahwa registrasi obat hanya dapat dilakukan oleh 

industri farmasi yang melakukan produks i dalam negeri. Ketentuan 

lain dalam Permenkes tersebut mensyaratkan adanya alih teknologi 

obat impor sehingga paling lambat dalam waktu lima tahun sudah 

dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan 

mempermudah pengendalian dan pengawasa n terhadap obat impor 

sekaligus memperkuat industri farmasi. 61  

       Sehubungan dengan perkembangan yang ada, baik melalui UU 

Paten dan Permenkes 1010  Tahun 2008 tersebut  berbagai upaya 

untuk mendorong pelaksanaan industri farmasi di Indonesia 

sesungguhnya telah membuahkan hasil dengan adanya realisasi 

investasi pada sektor industri farmasi, yang tersebar secara merata 

di Indonesia.  

Gamba r 2.5  

Realisasi Investasi sektor I ndustri  

                                                             
61 Kementerian Kesehatan, "Momentum Mengubah Indonesia Menjadi Pusat Farmasi Regional; 

Satu Dekade Permenkes 1010/2008" ----- , disampaikan dalam FGD 2 Juli 2019.  
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Gambar 2.6  

Wilayah Realisasi Industri Farmasi  

 

       Ketentuan Permenkes 1010 Tahun 2008 ini mewajibkan obat 

yang ada harus ada izin edar melalui industri lokal, agar mencegah 

adanya trader  sekedar distribusi , sehingga yang memperoleh 

manfaat adalah pihak pemilik produk dan trader -nya. Tujuan 

Permenkes 1010 Tahun 2008 ini bertujuan untuk memperbesar alih 

teknologi, tenaga kerja, pajak, dan tu mbuhnya unit usaha mult iplier  

effect  yang bertujuan mengembangkan industri farmasi. 

Konsekuensi yang tampaknya perlu  di perhatikan  adalah 

perusahaan farmasi berbasis riset yang tidak memproduksi dalam 

negeri kemudian masuk klasifikasi òPedagang Besar Farmasió (PBF) 

dan harus memproduksi obat -obatnya di Indonesia dalam jangka 

waktu dua tahu n sejak keluarnya Permenkes 1010 Tahun 2008 

untuk bisa meregistrasi obat, atau pilihan lainnya adalah 
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menyerahkan registrasi obatnya kepada  perusahaan lain (yang bisa 

saja merupakan pesaingnya) guna mendapatkan ijin edar dari 

BPOM.  

      Hanya saja, a tur an yang semula ditujukan untuk melindungi 

pasien, pada akhirnya menjadi kebijakan lokalisasi produksi sebagai 

pr asyarat masuk pasar obat Indonesia. 62  Hal ini diperkuat dengan 

justifikasi pengaturan paten dalam UU No. 14 Tahun 2001 yang 

membolehkan regionali sasi produksi sebagai afirmasi pelaksanaan 

paten berdasarkan per aturan per undang -undangan  sebagaimana 

diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001 . Namun, kewajiban 

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 dan Permenkes 

tersebut tidaklah  maksimal akibat tidak  memuat adanya sanks i, 

dalam hal kewajiban Pemegang Paten yang sebelumnya sanggup 

untuk memproduksi namun tidak melakukan produksi , akibatnya 

upaya mendorong pelaksanaan paten tersebut tidak berjalan dengan 

baik . Ketentuan pelaksanaan  local working sejatinya telah diadopsi 

dalam ketentuan Permenkes.   

       Sepuluh tahun setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, 

Indonesia ternyata masih mengandalkan impor bahan baku obat 

hingga 9 5%, yang menjadikan produksi obat generik berbiaya tingg i 

dan tidak kompetitif. Perusahaan yang mensuplai obat untuk JKN 

juga mengeluhkan tekanan harga yang makin kuat yang membuat 

sulit menjaga kualitas obat dan menggerus profitabilitas.  

                                                             
62 Kementerian Kesehatan, Ibid.  
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Selain itu r iset dan pengembangan yang diharapkan akan 

menghasilkan produk baru juga tidak berkembang , hal ini 

ditunjukan tidak adanya kemampuan untuk memproduksi dalam 

bentuk ekspor obat -obatan.  

 

      Pada sisi lain, tidak semua obat mencapai skala produksi yang 

ekonomis untuk pasar Indonesia, khususnya obat inovatif 

(innovative drugs ). Selain biaya logistik Indonesia yang masih tinggi, 

sebagian fasilitas penunjang serta keahlian/sertifikasi masih belum 

dimiliki oleh Indonesia.  Bagi pasien, pembatasan yang dihasilkan 

dari kebijakan tersebut mengakibatkan keterlambatan a tau tidak 

tersedianya akses terhadap obat -obat penting yang dibutuhkan. 




































































































































